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HEIDY MARITJE CARLIN BORORING, B111 09 173. Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dan Tanpa Hak Memiliki 
Senjata Tajam (Studi Kasus Putusan No.255/Pid.B/2012/PN.Mks) di 
bawah bimbingan Muhadar, sebagai pembimbing I dan  Nur Azisa, 
sebagai pembimbing II. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan  hukum  pidana  terhadap   kasus  pemerkosaan  dan  tanpa  
hak   memiliki  senjata  tajam dan mengetahui bagaimana pertimbangan 
hukum hakim  dalam  menjatuhkan putusan terhadap perkara  
pemerkosaan  dan   tanpa  hak  memiliki  senjata  tajam. 
 
 Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Dimana 
penulis mengambil data yang diperoleh langsung dari sebuah putusan 
pengadilan dan wawancara kepada majelis hakim yang menangani 
perkara pemerkosaan dan tanpa hak memiliki senjata tajam. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis deskriptif. 
 
 Hasil putusan majelis hakim sudah sesuai dengan perundang-
undangan, bilamana ada putusan yang lebih ringan dari apa yang diatur 
dalam undang-undang itu dikarenakan pertimbangan-pertimbangan 
majelis hakim seperti mempertimbangkan baik dari segi pidana materil 
maupun dari segi pidana formil. Dari segi pidana materil, hakim 
berpendapat bahwa semua unsur pasal telah terbukti di persidangan dan 
pelaku melakukan dengan sengaja (ada kesalahan). Pelaku adalah orang 
yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan yang 
menghapuskan pemidanaan (baik alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf), sedangkan dari segi pidana formil, syarat pembuktian menurut 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar  Belakang  Masalah 
Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  atas  
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945   ,  setiap  tingkah  
laku  warga  Negara  Indonesia  tidak  terlepas  dari  segala   
peraturan-peraturan  yang  bersumber  dari  hukum  dan  
menghendaki  adanya  penegakkan  hukum  yang  mampu  
menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  dalam  kehidupan  
masyarakat. 
 Negara  hukum  menghendaki  agar  hukum  ditegakkan,  
dihormati,  dan  ditaati  oleh  siapapun  juga  tanpa  ada  
pengecualian.  Hal  ini  untuk  menciptakan  keamanan,  
ketentraman,  kesejahteraan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  
dan  bernegara.   Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  
yang  begitu  pesat  mengakibatkan  pola  tingkah  laku  manusia  
ikut  berubah  menjadi  makin  kompleks.  Ada  pola  tingkah  laku  
yang  sesuai  dengan  norma  dan  ada  juga  pola  tingkah  laku  
manusia  yang  bergeser  dari  norma  yang  telah  ada.  Perilaku  
yang  menyimpang  inilah  yang  sering  kali  meresahkan  
masyarakat  dan  perlu  dicegah  serta  diantisipasi  karena  dapat  
merugikan  masyarakat  lainnya.  
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Salah  satu  yang  menjadi  fenomena  tindak  kejahatan   
yang   selalu  terjadi  dalam  masyarakat  ialah  kejahatan  seksual  
dan  pelecehan  seksual.  Kejahatan  ini  merupakan  suatu  bentuk  
pelanggaran  norma  kesusilaan  yang  merupakan  masalah  
hukum  nasional,  juga  merupakan  masalah  hukum  hampir  
seluruh  negara  di  dunia. Masalah  kejahatan  asusila  di  negara  
kita  sendiri  telah  terakomodasi  dalam  sistem  perundang-
undangan,  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  
yang meliputi  kejahatan  pornografi,  persetubuhan,  perzinahan, 
dan  perkosaan. 
Selain  memerlukan  penanganan  yang  serius  dari  aparat  
penegak  hukum,  masalah  asusila  juga  memerlukan  
kewaspadaan  dari  setiap  elemen  masyarakat  karena  kejahatan  
asusila  dapat  terjadi  kapan  saja,  dimana  saja  dan  kepada  
siapa  saja. Masalah  Perkosaan  sendiri  tidak  lepas  dari  adanya  
korban  dan  pelaku   kejahatan  itu  sendiri,  diperlukan  adanya  
pendekatan-pendekatan  tertentu  untuk  memahami  pelaku  dan  
korban. 
Kebiasaan  membawa,  memiliki  bahkan  menyimpan  
senjata tajam  juga  tidak  lepas  suatu  tindakan  yang  bermaksud  
untuk  melindungi  diri  dari  kejahatan. Begitu  pula  dengan  adat  
istiadat  yang  berkembang  di  masyarakat,  dengan  sendirinya  
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akan  menjadi  sesuatu  yang  sulit  dirubah  atau  ditinggalkan.  
Kebiasaan  untuk  memiliki, menyimpan,  dan membawa  senjata  
tajam  seperti  yang  dilakukan  khususnya  oleh masyarakat  
Sulawesi  Selatan,  dianggap  masyarakat  sebagai  perilaku  yang  
biasa  saja,  bahkan  ada  anggapan  bahwa  hal  tersebut  
merupakan  kebiasaan  yang  sekaligus  pertanda  kejantanan  
kehormatan  diri   atau  sebaliknya untuk  membela  diri (harga diri 
atau  martabat).  Apabila  kehormatannya  merasa  dilanggar  
dalam  arti  harkat  dan  martabatnya  merasa  diinjak-injak,  maka  
mereka  akan  melakukan  pembelaan  terhadap  kehormatannya  
dan  bahkan  tidak  segan-segan  melakukan  konflik berdarah. 
Kebiasaan  membawa  dan  memiliki  senjata  tajam  untuk  
menjaga  dan membela  kehormatannya  atau   harga  dirinya,  
sesungguhnya  bukan  lagi  merupakan  suatu hal  yang terpuji  
apabila  dipandang  dari  sudut  kebudayaan  dalam  arti  luas  
(sosiologis),  dimana  secara  yuridis  harus  tunduk  pada  Hukum  
Positif  yang  berlaku  di  wilayah  Republik  Indonesia. 
Suatu  kenyataan  sosial  bahwa kebiasaan  memiliki, 
menyimpan,  dan  membawa  senjata  tajam  bagi  masyarakat  
Sulawesi Selatan  dianggap  merupakan  hal  yang  biasa-biasa  
saja  dilakukannya, meskipun  masyarakat telah  mengetahui 
bahwa  hal  ini  adalah  suatu  hal  yang  dilarang  oleh  ketentuan  
hukum  dan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia. 
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B. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan pemaparan Latar Belakang Masalah di atas, 
maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah  penerapan  hukum  pidana  terhadap  kasus  
perkosaan  dan  tanpa  hak memiliki  senjata  tajam  dalam  
Perkara  Pidana  No. 255/Pid.B/2012/PN.Mks ? 
2. Bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam   putusan  perkara  
perkosaan  dan  tanpa  hak  memiliki  senjata  tajam dalam  
Perkara  Pidana  No. 255/Pid.B/2012/PN.Mks ? 
C.  Tujuan   Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk  mengetahui  penerapan  hukum  pidana  terhadap   
kasus  perkosaan  dan  tanpa  hak   memiliki  senjata  tajam  
dalam  Perkara  Pidana  No. 255/Pid.B/2012/PN.Mks 
b. Untuk  mengetahui  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  
perkara  perkosaan  dan   tanpa  hak  memiliki  senjata  tajam  
dalam  Perkara  Pidana  No. 255/Pid.B/2012/PN.Mks 
D. Manfaat  Penelitian 
Dalam  penelitian  tentunya  sangat  diharapkan  adanya  
manfaat  dan   kegunaan  yang dapat  diambil  dalam  penelitian  
tersebut.  Adapun  manfaat  yang  didapat  dari  penelitian  ini  
adalah : 
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1. Segi  teoritis 
a.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sekedar  
sumbangan  pemikiran  dalam  rangka  pengembangan  ilmu  
hukum  pada  umumnya,  perkembangan  Hukum  Pidana  
khususnya  mengenai  Pemerkosaan. 
b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  sumbangan  
informasi,  pengetahuan  dan  pemikiran  kepada  pendidikan  
ilmu  hukum  mengenai  pelaksanaan  kaidah-kaidah  hukum  di  
abad  ini. 
c. Untuk  mendalami   teori-teori  yang  telah  diperoleh  selama  
menjalani  kuliah  strata  satu  di  Fakultas  Hukum  Universitas  
Hasanuddin  Makassar  serta  memberikan  landasan  untuk  
penelitian  lebih  lanjut mengenai  upaya  mengantisipasi   
terjadinya  tindak  pidana  pemerkosaan  di  Indonesia. 
2.  Segi  Praktis 
a. Dengan  penulisan  skripsi  ini  diharapkan  dapat  
meningkatkan  dan  mengembangkan  kemampuan  mahasiswa  
dalam  bidang  hukum  sebagai  bekal  untuk  masuk  ke  dalam  
instansi  atau  instansi  penegak  hukum  maupun  untuk  
praktisi  hukum   yang  senantiasa  memperjuangkan  hukum  di  
negeri  ini  agar  dapat  ditegakkan. 
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b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu  dan  
memberi  masukan  serta  tambahan  pengetahuan  bagi  

















TINJAUAN  PUSTAKA 
A.  Tindak  Pidana 
1. Pengertian  Tindak  Pidana 
Vos  (Andi Hamzah, 1994 ; 88) merumuskan  bahwa  suatu  
strafbaar  feit   itu  adalah  kelakuan  manusia  yang  oleh  
peraturan  perundang-undangan diberi pidana,  jadi  suatu  
kelakuan  manusia  yang  pada  umumnya  dilarang  dan  diancam  
dengan  pidana. 
Simons (Adami Chazawi, 2002 ; 104) mengemukakan  
bahwa  strafbaar  feit  adalah  suatu  tindakan  melawan   hukum  
yang  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang  yang  dapat  
dipertanggung   jawabkan  atas  tindakannya,  yang  dinyatakan  
sebagai  dapat  dihukum. 
Moeljatno ( Leden Marpaung, 2005; 7 ) berpendapat: 
“perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang   dilarang  oleh  
suatu  aturan  hukum  larangan  mana  disertai  ancaman  
(sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barangsiapa  
melanggar  larangan  tersebut”.  
Van Hammel (Zainal Abidin Farid, 2007 ; 225 )  bahwa : 
“Perbuatan  manusia  yang  diuraikan  oleh  undang-undang  
melawan  hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk 
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dipidana ), dan dapat dicela  karena kesalahan ( en aan 
schuld te witjen).” 
Van  Hattum ( Lamintang, 1997 ; 184 ) menyatakan  bahwa : 
“Sesuatu  tindakan  itu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  orang  
yang  telah  melakukan   tindakan  tersebut. Menurut  beliau, 
perkataan  straafbar  itu  berarti  voor  straaf  in  aanmerking 
komend dan straf straaf verideend  yang  juga  mempunyai  
arti   sebagai pantas  untuk  dihukum,  sehingga  perkataan  
strafbaarfeit  seperti yang  digunakan  oleh  pembentuk  
undang-undang  di  dalam  KUHPidana  itu  haruslah  
diartikan  sebagai “tindakan  yang  karena  telah  melakukan  
tindakan  semacam  itu  membuat  seseorang  menjadi  
dapat  dihukum”. 
Tongat ( Adami Chazawi, 2002 ; 70) membagi pengertian  
tindak  pidana  menjadi  dua  pandangan, pembagian  ini  
didasarkan  pada  doktrin. Pandangan  yang  pertama  adalah  
monistis. Pandangan  Monistis  adalah  suatu  pandangan  yang  
melihat  keseluruhan  syarat  untuk  adanya  pidana  itu  
kesemuanya  merupakan  sifat  dari  perbuatan. 
Ahli  yang  berpendapat  monistis ialah : J. Bouman (Adami 
Chazawi , 2002 ; 104)  yang  memberikan  definisi  tindak  pidana  
adalah perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  delik,  bersifat  
melawan  hukum  dan  dilakukan  dengan  kesalahan. 
Pandangan  kedua,   disebut  dengan  pandangan  dualistik. 
Pandangan  ini berpendapat  bahwa  antara  perbuatan  pidana  
dan  pertanggungjawaban  pidana  harus  dipisahkan.  
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Dari  berbagai  pengertian  di  atas  dapat  kita  simpulkan  
bahwasanya  tindak  pidana  adalah   suatu  perbuatan  yang  
dilakukan  oleh  seseorang  yang  dapat  bertanggung  jawab  atas  
tindakannya  tersebut.  Dimana  tindakan  yang  dilakukannya  
tersebut  adalah  tindakan  yang  melawan  atau  melanggar  
ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sehingga  
tindakan  tersebut  dapat  diancam  dengan  suatu  pidana  yang  
bermaksud  member  efek  jera,  baik  bagi  individu  yang  
melakukannya  maupun  bagi  orang  lain  yang  mengetahuinya. 
2.  Unsur-unsur  Tindak  Pidana 
Unsur-unsur  perbuatan  pidana  menurut  Moeljatno (Adami 
Chazawi, 2009 ; 105) antara  lain : 
1)  Perbuatan (manusia) 
2) Yang  memenuhi  rumusan  dalam  undang-undang  (syarat  
formil) 
3) Bersifat  melawan  hukum  (syarat  materiil) 
 Syarat  formil  harus  ada,  karena  hanya  asas  legalitas  
yang   tersimpul  dalam  pasal  1  KUHP.  Syarat  materiil  juga  
harus  ada,  karena  perbuatan  itu  harus  betul-betul  dirasakan  
oleh  masyarakat  sebagai  perbuatan  yang  tidak  boleh  atau  tak  
patut  dilakukan,  oleh  karena  bertentangan  dengan  atau  
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menghambat  akan  tercapainya  tata  dalam  pergaulan  
masyarakat  yang  dicita-citakan  oleh  masyarakat  itu.   
1. Unsur  Subjektif  
Unsur  subjektif  adalah  unsur  yang  berasal  dari  dalam  
diri  si  pelaku. Asas  hukum  pidana  menyatakan  “tidak  ada  
hukuman  kalau  tidak  ada  kesalahan “ ( An act does not make a 
person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi 
mens sit rea). Kesalahan yang  dimaksud  di sini  adalah kesalahan  
yang  diakibatkan  oleh  kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan 
kealpaan (negligence or schuld). (Leden Marpaung, 2005 ; 7). 
Pada  umumnya  para  pakar  telah  menyetujui  bahwa 
“kesengajaan  terdiri atas  3 (tiga) bentuk, yakni : 
a. Kesengajaan  sebagai  maksud (oogmerk) 
b. Kesengajaan  dengan  keinsafan  pasti  (opzet  als  
zekerheidsbewutzijn) 
c. Kesengajaan  dengan  keinsafan  akan  kemungkinan  
(dolus evantualis) 
Kealpaan  adalah  bentuk  kesalahan  yang  lebih  ringan  
dari  kesengajaan. Kealpaan  terdiri  atas  2 (dua)  bentuk, yakni : 
1) Tak  berhati-hati 
2) Dapat  menduga akibat perbuatan itu. 
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2. Unsur  Objektif 
Unsur  objektif merupakan  unsur  dari  luar diri  pelaku  yang 
terdiri  atas: 
a. Perbuatan  manusia  berupa  :   
1. Act, yakni  perbuatan  aktif atau  perbuatan positif 
2. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
negative, yaitu  perbuatan yang mendiamkan  atau  
membiarkan. 
b. Akibat (result)  perbuatan  manusia 
Akibat   tersebut  membahayakan  atau  merusak,  
bahkan  menghilangkan  kepentingan-kepentingan  yang  
dipertahankan  oleh  hukum,  misalnya  nyawa, badan, 
kemerdekaan,  hak milik,  kehormatan,   dan  sebagainya. 
c. Keadaan-keadaan  (circumstances) 
Pada  umumnya  keadaan  tersebut  dibedakan  antara  
lain: 
1. Keadaan  pada  saat  perbuatan  dilakukan, 




d. Sifat  dapat  dihukum  dan  sifat  melawan  hukum 
Sifat   dapat  dihukum  berkenaan  dengan  alasan-
alasan  yang  membebaskan  si  pelaku  dari hukuman.  Adapun 
sifat  melawan hukum  adalah  apabila  perbuatan  itu  
bertentangan  dengan  hukum,  yakni berkenaan  dengan 
larangan  atau  perintah (Leden Marpaung, 2005 ; 9-10). Semua  
unsur  delik  tersebut  merupakan  satu kesatuan.  Salah  satu 
unsur  saja   tidak  terbukti,   bisa  menyebabkan  terdakwa  
dibebaskan  pengadilan.  
e. Unsur  Tindak  Pidana  Menurut  Aliran  Monisme dan  
Dualisme  
1.  Aliran  Monisme 
Aliran  Monisme  tidak  memisahkan  antara  unsur-
unsur  mengenai  perbuatan  dengan  unsur-unsur  
mengenai  diri  orangnya. Penganut  monisme  tidak  secara  
tegas  memisahkan  antara  unsur  tindak  pidana  dengan  
syarat  untuk  dapat  dipidananya  pelaku. 
Paham  monisme  ini  tidak  membedakan  antara  
unsur  tindak  pidana  dengan  syarat  untuk  dapat  
dipidana.  Syarat  dipidananya  itu  juga  masuk  dalam  dan  
menjadi  unsur  tindak  pidana. Para  ahli  yang  
berpandangan  monisme  ialah  sebagai  berikut: 
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 J.E. Jonkers,  yang  merumuskan  peristiwa  pidana  
ialah: 
perbuatan  yang   melawan  hukum  (wederrechttelijk)  
yang  berhubungan  dengan  kesengajaan  atau  
kesalahan  yang   dilakukan  oleh orang  yang  dapat  
dipertanggungjawabkan. 
 Wirjono  Prodjodikoro,  menyatakan  bahwa  tindak  
pidana  itu  adalah: 
suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat  dikenakan  
hukuman  pidana. 
 H.J.van Schravendijk,  merumuskan  perbuatan  yang  
boleh  di hukum  adalah: 
 kelakuan  orang  yang  begitu  bertentangan  dengan 
keinsyafan  hukum  sehingga  kelakuan  itu diancam  
dengan  hukuman,  asal  dilakukan  oleh seorang  yang  
karena  itu  dapat  dipersalahkan. 
 Simons,  merumuskan  strafbaar feit adalah: 
suatu  tindakan  melanggar  hukum  yang  dengan  
sengaja  telah   dilakukan oleh  seseorang  yang  dapat 
dipertanggungjawabkan  atas  tindakannya,  yang 
dinyatakan  sebagai  dapat  dihukum. 
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2. Aliran  Dualisme 
Pandangan  yang  memisahkan  antara  perbuatan  
dan  orang  yang  melakukan  perbuatan.  Para  ahli  yang  
menganut  aliran  dualisme  adalah : 
 Pompe  merumuskan  bahwa  suatu  strafbaar feit  
adalah: 
suatu  kelakuan  manusia  yang  diancam  pidana  oleh  
peraturan  perundang-undangan. 
 R. Tresna  menyatakan  walaupun  sangat  sulit  untuk  
merumuskan  atau  member  definisi  yang  tepat  perihal  
peristiwa  pidana,  namun  juga  beliau  menarik  suatu  
definisi,  yang  menyatakan  bahwa: 
peristiwa  pidana  itu  adalah  suatu perbuatan  atau  
rangkaian  perbuatan  manusia, yang  bertentangan  
dengan  undang-undang  atau  peraturan  perundang-
undangan  lainnya,  terhadap  perbuatan  mana  
diadakan  tindakan  penghukuman (Adami Chazawi, 
2005:72-73). 
 3 .  Jenis-jenis  Tindak  Pidana 
Tindak  pidana  terdiri  dari  berbagai  jenis  yang  antara  
yang  satu  dengan  yang  lainnya  mempunyai  perbedaan  
tertentu.  Dalam  bukunya  Pelajaran  Hukum  Pidana  bagian  I,  
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Adami  Chazawi (Adami Chazawi , 2005) membedakan  tindak  
pidana  menjadi  beberapa  jenis  yaitu : 
 1 )  Kejahatan  dan  Pelanggaran 
Kejahatan  atau  rechtdelicten  adalah  perbuatan  yang  
bertentangan  dengan  keadilan,  terlepas  apakah  perbuatan  itu  
diancam  pidana  dalam  suatu  undang-undang  atau   tidak.  Jadi  
yang  merasakan   itu  adalah  tindak  pidana  atau  bukan  adalah   
masyarakat. 
 Pelanggaran  atau  westdelict  ialah  perbuatan  yang  oleh  
umum  baru  disadari  sebagai  suatu   tindak  pidana,  setelah  
perbuatan  tersebut  dirmuskan  oleh  undang-undang  sebagai  
tindak  pidana. 
 2 )  Tindak   Pidana  Formil  dan  Tindak  Pidana  Materiil 
Tindak  Pidana  Formil  adalah  tindak  pidana  yang  
dirumuskan  sedemikian  rupa,  sehingga  inti  dari  rumsan  
undang-undang  tersebut  adalah  larangan  yang  untuk  
melakukan  suatu  perbuatan  tertentu.  Perumusannya  tidak  
memperhatikan  dan  atau  tidak  memerlukan  timbulnya   akibat  
tertentu  dari  perbuatan  sebagai  syarat  penyelesaian  tindak  
pidana,  melainkan  semata-mata  pada  perbuatannya. 
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 Sedangkan  dalam  rumusan  tindak  pidana  materiil,  inti  
larangan  adalah  pada  menimbulkan  akibat  yang  dilarang  itulah  
yang  harus  mempertanggungjawabkan  dan  dipidana. 
3 )  Tindak  Pidana  Sengaja  dan  Tindak  Pidana  Kelalaian 
Tindak  pidana  sengaja  atau  dolus  delicten  adalah  
tindak  pidana  yang  dalam  rumusannya  dilakukan  dengan  
kesengajaan  atau  mengandung  unsur  kesengajaan. Tindak  
pidana  kelalaian  atau  colpus  delicten  adalah  tindak  pidana  
yang   mengandung  unsur  kealpaan  atau  ketidaksengajaan   si  
pelaku  saat  melakukan  perbuatan  tersebut. 
4 )  Tindak  Pidana  Aktif  dan  Tindak  Pidana  Pasif 
 Tindak  pidana  aktif  (delicta  omisionis)  adalah  suatu  
kondisi  tertentu  yang  mewajibkan  seseorang  dibebani  
kewajiban  hukum  untuk  berbuat  tertentu,  yang  apabila  ia  tidak  
melakukan  perbuatan  itu  secara  aktif  maka  ia  telah  melanggar  
kewajibannya  tadi.  Delik  ini  juga  disebut  sebagai  tindak  pidana  
pengabaian  suatu  kewajiban  hukum. 
5) Tindak  Pidana  Terjadi  Seketika  dan  Tindak  Pidana  yang  
Berlangsung  Terus. 
  Tindak  pidana  yang  dirumuskan  sedemikian  rupa  
sehingga  untuk  terwujudnya  dalam  waktu  seketika  atau  waktu  
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singkat  saja  disebut  aflopende   delicten.  Dapat  dicontohkan  
dalam  perbuatan  pembunuhan,  apabila  korrban  telah  
meninggal   maka  tindak pidana  tersebut  telah   selesai  secara  
sempurna. 
Sebaliknya  ada  tindak  pidana  yang  dirumuskan  sedupa  
sedemikian  rupa  sehingga  terjadinya  terjadinya  tindak  pidana  
itu  berlangsung  lama,  yakni  setelah  perbuatan  itu  dilakukan  
tindak  pidananya  masih  berlangsung  terus  dalam  waktu  yang  
lama.  Tindak  pidana  ini  dalam  bahasa  aslinya  yaitu  Bahasa  
Belanda,  disebut  sebagai  voortdurende  delicten. 
6 )   Tindak  Pidana  Umum  dan  Tindak  Pidana  Khusus 
Pembedaan  ini  didasarkan  pada  sumbernya.  Tindak  
pidana   umum  adalah  semua  tindak  pidana  yang  dimuat  
dalam  KUHP  sebagai  kodifikasi   hukum  pidana  materiil.  
Sedangkan  tindak  pidana  khusus  adalah  semua  tindak  pidana  
yang  terdapat  di   luar  kodifikasi  tersebut.  Misalnya  Undang-
Undan  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  tindak  pidana  
perbankan. 
7) Tindak  Pidana  yang  Dapat  Dilakukan  Semua  Orang  dan  
Tindak  Pidana  yang  Hanya  Dapat  Dilakukan  Orang  
Tertentu 
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Delicta  communia  adalah  tindak  pidana  yang  dapat  
dilakukan  oleh  semua  orang.  Pada  umumnya  peraturan  yang  
dirumuskan  dalam  undang-undang  maksudnya  mencegah  
dilakukannya  suatu  perbuatan  yang  dapat  berlaku  bagi  
masyarakat  umum,  jika  aturan  yang  bersifat  umum  tersebut  
dilanggar,  maka  terjadilah  apa  yang  disebut  dengan  delicta  
communia  tersebut. 
Dalam  peraturan  perundangan  terdapat  beberapa  
ketentuan  yang  hanya  berlaku  bagi  masyarakat  dengan  
kualitas  tertentu,   dalam  hal  ini  bias  berkaitan  dengan  
pekerjaan  atau  tugas  yang  diembannya,   maupun  berkenaan  
dengan  hubungan  pelaku  dengan  hal  yang  dilakukannya,  
misalnya  pada  Pasal  342  KUHP  tentang  pembunuhan  bayi  
oleh ibunya  sendiri. 
8 )   Tindak  Pidana  Biasa  dan  Tindak  Pidana  Aduan. 
Tindak  pidana  biasa   adalah  tindak  pidana  yang  untuk  
dilakukan  penuntutan  pidana  terhadap  pelakunya  tidak  
disyaratkan  adanya  pengaduan  dari  orang  yang  berhak. 
Tindak  pidana  aduan  atau  yang  lebih  popular  di  
masyarakat  dengan  delik  aduan  adalah  tindak  pidana  yang  
untuk  dapat  diadakan  penuntutan  terhadap  peristiwa  tersebut  
disyaratkan  adanya  pengaduan  dari  pihak   yang  berhak,  dalam  
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hal  ini  bias  oleh   korban  maupun   orang  yang   mempunyai  
hubungan  tertentu  dengan  peristiwa  tersebut,  misalnya  
keluarga  atau  orang-orang  yang   diberi  kuasa  khusus  untuk  
melakukan  pengaduan  oleh  pihak  yang   berhak  tersebut. 
9) Tindak  Pidana  Dalam  Bentuk  Pokok,  yang  diperberat  dan  
yang  diperingan 
Tindak  pidana  dalam  bentuk  pokok  atau  eenvoudige  
delicten,  dirmuskan  secara  lengkap,  artinya  semua  unsur-
unsurnya  dicantumkan  dalam  rumusan  suatu  tindak  pidana  
pada  perundang-undangan. 
B. Tindak Pidana  Perkosaan 
1.  Definisi  Pemerkosaan 
Menurut  Wirjono Prodjodikoro (Abdul Wahid dan 
Muhammad Irfan, 2001;41)  kata  perkosaan  sebagai  terjemahan  
dari  kualifikasi  aslinya  (Belanda) adalah  Verkrachting  tidaklah  
tepat  karena  istilah  perkosaan  tidak  menggambarkan  secara  
tepat  tentang  perkosaan  menurut  arti  yang  sempit  sebenarnya,  
dan  kualifikasi  verkrachting  adalah  perkosaan  untuk  
bersetubuh,  oleh  karena  itu  menurut  beliau  kualifikasi  yang  
tepat  untuk  Pasal  285  KUHP  ini  adalah  perkosaan  untuk  
bersetubuh. Wirjono pun  memiliki  pendapat  bahwa  pemerkosaan  
adalah  seorang  laki-laki  memaksa  perempuan   yang  bukan  
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isterinya  untuk  bersetubuh  dengan  dia,  sehingga  sedemikian  
rupa  ia  tidak  dapat  melawan,  maka  dengan  terpaksa  ia  mau  
melakukan   persetubuhan  itu.  Menyimak  pendapat  itu,  maka  
kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  hanya  berlaku  diluar  
ikatan   perkawinan.  Dengan  kata  lain  kekerasan  atau   
ancaman  kekerasan  sehubungan  dengan  persetubuhan  
memaksa  hubungan  seksual  dalam  ikatan  perkawinan  tidak  
dapat   disebut  sebagai  kejahatan  pemerkosaan,  artinya  
rumusan  itu  tidak  termasuk  istilah  “Material rape” 
Apabila  rumusan  perkosaan  di  atas  dirinci,  terdiri  dari  
unsur-unsur  sebagai  berikut : 
a . Paksa,  kekerasan 
b . Gagah, kuat, perkasa 
Sedangkan  memperkosa  berarti  menundukkan  dengan  
kekerasan,  menggagahi,  melanggar dengan  kekerasan  tindakan  
ini  dianggap  melanggar  hukum  yang  berlaku. 
Menurut  Soetandyo  Wignjosoebroto (Abdul Wahid dan 
Muhammad Irfan, 2001; 40),  “perkosaan  ialah  suatu usaha  
melampiaskan  nafsu  seksuall  oleh  seorang  lelaki  terhadap  
seorang  perempuan  dengan  cara  yang  menurut  moral  dan  
atau  hukum  yang  berlaku  melanggar. 
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Menurut  R. Sugandi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 
2001; 40)   yang  dimaksud  dengan  perkosaan  adalah  seorang  
pria  yang  memaksa  pada   seorang  wanita  bukan  istrinya  untuk  
melakukan  persetubuhan  dengannya  dengan  ancaman  
kekerasan,  yang  mana  diharuskan  kemaluan  pria  telah  masuk  
ke  dalam  lubang  kemaluan  seorang  wanita  yang  kemudian  
mengeluarkan  air   mani. 
Adapun  unsur-unsur  selengkapnya  tentang  perkosaan  
menurut R. Sugandi adalah pemaksaan  bersetubuh   oleh  laki-laki  
kepada  wanita  yang  bukan  menjadi  istrinya. 
a. Pemkasaan  bersetubuh  itu  diikuti  dengan  tindakan  atau  
ancaman  kekerasan 
b. Kemaluan   Pria  harus  masuk  pada  lubang  kemaluan  
wanita 
c. Mengeluarkan  air  mani  
Pendapat  Sugandhi  ini  jelas  tidak  mengenal  istilah  yang  
dipopulerkan  ahli  belakangan  ini,  terutama  kaum  wanita  
“maritel  rape”  yang  artinya  pemerkosaan  terhadap  isteri  
sendiri.  Suami  yang  memaksa  isterinya untuk  bersetubuh  
(berhubungan  seksual)  tidak  dapat  dikatakan  sebagai   
pemerkosaan. 
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Pendapat  itu  menunjukkan  pada  suatu  perkosaan  yang  
terjadi  secara   tuntas  ,  artinya  pihak  pelaku  (laki-laki  
pemerkosa)  telah  menyelesaikan  perbuatannya  hingga  selesai  
(mengeluarkan  air  mani).  Jika  hal  ini  tidak  sampai  terjadi,  
maka  secara  eksplisit,  apa  yang  dilakukan  laki-laki  itu  belum  
patut  dikategorikan  sebagai  perkosaan. 
Perbuatan  perkosaan  merupakan  sex  bebas  diluar  nikah  
yang  merugikan  pihak  lain  yang  diperkosa.  Perbuatan  
perkosaan  dilakukan  dengan  kekerasan  karena  bukan  didasari  
suka  sama  suka.  Umumnya  perkosaan  dilakukan  oleh  laki-laki   
terhadap  perempuan.  Pelaku  perkosaan  bisa  satu  atau  lebih  
satu   orang. Bila  pelaku  lebih  dari  satu  orang,  korban  digilir  
tanpa  merasa  kasihan,  biasanya  korban  setelah  diperkosa  
ditinggalkan  begitu  saja. 
Dalam  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pemerkosaan  
dapat  diartikan  sebagai  berikut: 
Per-kosa,  memerkosa :  1. Menundukkan  dengan  
kekerasan;  memaksa  dengan  kekerasan;  menggagahi;  
merogol; 2. Melanggar  (menyerang  dsb)  dengan  
kekerasan. Pe-mer-ko-sa-an  proses,  peerbuatan,  cara  
memperkosa;  pelanggaran  dengan  kekerasan. 
Pemerkosaan  dalam  bahasa  Belanda  disebut  
“vekrachiting”,  dalam  bahasa  Inggris  disebut  “Rape”.   
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Pengertian  pemerkosaan  dalam  Pasal  285  KUHP 
sebagai  berikut : 
“Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau   ancaman  
kekerasan  memaksa  seorang  wanita        bersetubuh  
dengan  dia  diluar  perkawinan,  diancam  karena   
melakukan  pemerkosaan  dengan  penjar   pidana  paling  
lama  dua  belas  tahun.”  
Bertitik  tolak  pada  rumusan  Pasal  285  ayat  (1)  KUHP,  
dapat  disimpulkan  bahsa  pengertian  pemerkosaan  adalah  delik  
yang  dilakukan  dengan  kekerasan  atau  dengan  ancaman  
kekerasan  memaksa  seorang  wanita  yang  bukan  istrinya.  
Ancaman  mana  yang  dimaksud  agar  perempuan  tersebut  tidak   
berdaya  sehingga  dapat  disetubuhi. 
Adapun  pendapat  dari  Abdul  Wahid  dan  Muhammad  
Irfan  yang  yang  cenderung  pada  pengertian  pemerkosaan  
secara  kriminologis,  mengatakan:  Lazimnya  dipahami  bahwa  
terjadinya  pemerkosaan  yaitu  dengan  penetrasi  secara  paksa  
atau  masuknya  penis  ke  dalam  vagina.  Bisa  saja  yang  
dimasukkan  ke  dalam  vagina  bukan  penis  si  pelaku  tetapi  jari,  
kayu,  botol  atau  apa  saja,  baik  kedalam  vagina  maupun  mulut  
atau  anus. 
Abdul   Wahid  dan  Muhammad  Irfan  juga  memberi  
batasan  pengertian  pemerkosaan   yaitu  Pemerkosaan  adalah  
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perilaku  kekerasan  yang  terkait  dengan  hubungan  yang  
dilakukan  dengan  jalan  melanggar  hukum.  Pengertian  
pemerkosaan  sebagaimana  pendapat  ini  ialah  pelampiasan  
nafsu  seksual  seorang  lelaki  kepada  wanita  dengan  cara  
pemaksaan,  yang  mana  bertentangan  dengan  norma-norma  
dan  termasuk  perbuatan  yang  anti  sosial. 
R.Susilo (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001; 41) 
mengemukakan  adalah  pemerkosaan  adalah  seorang  laki-laki  
yang  memaksa  seorang  wanita  yang  bukan  isterinya  
bersetubuh  dengan  dia  demikian  rupa  akhirnya  wanita  tidak  
dapat  melawan  dengan  terpaksa  mengikuti  kehendaknya.  
Pendapat  ini  sama  dengan  pendapat  Sugandhi  untuk  dicermati  
sehubungan  dengan  adanya  kejahatan  pemerkosaan  tersebut.  
Pertama,  dalam  visi  hubungan  seksual,  pemerkosaan  
merupakan  bentuk  penyimpangan  seksual  yang  dilakukan  
dengan  kekerasan  berupa  pemaksaan  bersetubuh.  Kedua,  
pemerkosaan  dapat  diartikan  sebagai  perampasan  hak-hak  
asasi  manusia,  utamanya  bagi  wanita. 
Pemerkosaan  adalah  merupakan  perampasan  hak-hak  
asasi atau  dapat  pula  diartikan  sebagai  perampasan  hak,  
seperti  hak  keperawanan,  hak  bebas  dari  penderitaan,  hak  
bebas  dari  ketakutan  dan  perilaku  yang  tidak   manusiawi  dan  
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dengan  adanya  pemerkosaan,  pihak  korban  telah  merasakan  
akibat  pelecehan  hak-hak  asasi  manusia. 
Arif  Gosita (Arif Gosita, 1987;27)  berpendapat  bahwa  
pemerkosaan  itu  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut: 
a. Korban   pemerkosaan  harus  seorang  wanita,   tanpa  batas  
umur  (objek).  Sedangkan  ada   juga  seorang  laki-laki  yang  
diperkosa  oleh  seorang  wanita, 
b. Korban  harus  mengalami  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan.  
Ini  berarti  tidak  ada  persetujuan  dari  pihak  korban  mengenai  
tindakan  perlakuan   pelaku, 
c. Persetujuan  diluar  ikatan  perkawinan  adalah  tujuan  yang  ingin  
dicapai  dengan  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  
terhadap  wanita  tertentu.  Dalam  kenyataannya  ada   pula  
persetubuhan  dalam  perkawinan  yang  dipaksakan  dengan  
kekerasan  yang  menimbulkan  penderitaan  mental  dan  fisik.  
Walaupun  penderitaan  ini  menimbulkan  korban,  tindakan  ini  
dapat  digolongkan  sebagai  suatu  kejahatan  oleh  karena  
dirumuskan  terlebih  dahulu  oleh  pembuat  Undang-undang  
sebagai  sebuah  kejahatan. 
Tiga  kriteria  yang  dikemukakan  oleh  Arif  Gosita  
menunjukkan  bahwa  posisi  perempuan  ditempatkan  sebagai  
objek  dari  suatu  kekerasan  seksual  (pemerkosaan).  Kejahatan-
kejahatan  seksual  disebut  pemerkosaan  karena  adanya  
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persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  kepada  
perempuan   yang  bukan  isterinya. 
2. Macam-macam  Pemerkosaan 
Menurut  Mulyana  W  Kusuma ( Wirjono Prodjodikoro, 
1986;118)  menyebutkan  macam-macam  pemerkosaan,  yaitu: 
a.  Sadistic rape 
Pemerkosaan  sadistic  artinya  pada  tipe  ini  seksualitas  
dan  agresif  berpadu  dalam  bentuk  yang  merusak.  Pelaku  
pemerkosaan  telah  nampak  menikmati  kesenangan  bukan  
melalui  hubungan  seksnya,  melainkan  melalui  serangan  yang  
mengerikan  atas  kelamin   dan  tubuh  korban. 
b. Angea  rape 
Yakni  penganiyaan  seksual  yang  bercirikan  seksualitas  
menjadi  sasaran  untuk  menyatakan  dan  melampiaskan  
perasaan  geram  dan  marah  yang   tertahan.  Disini  tubuh  
korban  merupakan  objek  terhadap   sikap  pelaku  yang  
memproyeksikan  pemecahan  atas  frustasi-frustasi,  kelemahan,  




c. Dononation  rape 
Yakni  suatu  pemerkosaan  yang  terjadi  ketika  pelaku  
mencoba  untuk  gigih  atas  kekuasaan  korban.  Tujuan  pelaku   
adalah  penaklukan  seksual. Pelaku  menyakiti  korban,  namun  
memiliki   keinginan  untuk  berhubungan  seksual. 
d. Victim  precipitatied 
Yakni  pemerkosaan  yang  terjadi  dengan  menempatkan  
korban  sebagai  pencetusnya. 
e. Eksploitation  rape 
Pemerkosaan  yang  menunjukkan  bahwa  kesempatan  
melakukan  hubungan  seksual  yang  diperoleh  laki-laki  dengan  
mengambl  keuntungan  dari  wanita  yang  bergantung  padanya  
secara  ekonomi  dan  sosial.  Misalnya  pembantu  rumah  tangga  
yang  diperkosa  oleh   majikannya. 
Dari  beberapa  macam   kejahatan   pemerkosaan   yang  
sering  terjadi  dapat  diketahui  satu  sama  lain,  baik  jenis  
kekuasaan  yang  digunakan  oleh  pelaku  pemerkosaan  maupun  
motif  yang  mendorongnya  untuk  berbuat  yang  menurut  
pandangan  masyarakat  merupakan  perbuatan  menyimpang  dan  
harus  diberi  sanksi  yang  pantas  sehingga  tidak  akan   
mengulangi  kejahatan  yang   pernah  dibuatnya. 
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3  . Unsur-unsur Pemerkosaan 
Pengaturan  kejahatan  pemerkosaan  diatur  dalam  
beberapa  ketentuan  seperti  terdapat  dalam   Pasal  285  ayat  (1)  
yaitu : 
“Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  
kekerasan  memaksa  seorang  wanita   bersetubuh  dengan   
dia  diluar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan  
pemerkosaan  dengan  pidana  penjara  paling  lama 12 (dua  
belas  tahun).” 
Dari  pasal  di  atas  dapat  diuraikan  bahwa  unsur   
pemerkosaan  menurut  Pasal  285  KUHP  ayat  (1) (Leden 
Marpaung, 2008;49)  yaitu : 
1. Harus  ada  unsur  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan 
2. Harus  ada  paksaan 
3. Dilakukan trerhadap  wanita  yang  bukan  istrinya 
4. Paksaan  yang  dilakukan  dengan  kekerasan atau  ancaman  
kekerasan  itu   dimaksudkan  untuk  bersetubuh  dengannya. 
Salah  satu  unsur  dalam  tindak  pidana  perkosaan  adalah  
kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  yang  menurut  
Moch.Anwar  (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001; 53) 
adalah: 
“Sarana  untuk  memaksa,  suatu  sarana  yang  
mengakibatkan  perlawanan   dari  orang  dipaksa  menjadi  
lemah” 
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Sianturi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan’ 2001; 53) 
mengemukakan  pengertian  kekerasan  yang  dengan  
pemaksaan, adalah : 
Suatu  tindakan  yang  menonjolkan  seseorang  sehingga  
tiada  pilihan  lain  yang  lebih  wajar  baginya,  selain  dari  
mengikuti  kehendak  si  pemaksa. Dengan  perkataan  lain  
mengikuti  kehendak  si  pemaksa,  si  terpaksa  tidak  akan  
melakukan  atau  melalaikan  sesuatu  sebagai  dengan  
kehendak  pemaksa  dan  pemaksaan  itu  pada  dasarnya  
dibarengi  tindakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan. 
C. Tinjauan  Umum Tentang Senjata Tajam   
1. Pengertian Senjata Tajam 
Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia,  W.J.S.  Poerwadarmita  
memberikan  pengertian  Senjata  dan  Tajam  sebagai  berikut : 
a. Senjata  diartikan : 
Alat  perkakas  yang  gunanya  untuk  berkelahi  atau  
berperang  (Keris, Tombak, dsb) (1976; 817)  Tajam  diartikan : 
1. Bermata  tipis,  halus, dan  mudah  mengiris, melukai dsb 
(tentan Pisau, Pedang, dsb) 
2. Runcing, berujung lancip. 
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Tidak  memberikan  pengertian  tentang  apa  yang  
dimaksud  dengan  senjata  tajam,  tetapi  hanya  menggolongkan  
senjata  tajam  yaitu  : 
1) Senjata  pemukul 
2) Senjata  penikam 
3) Senjata penusuk 
Melihat  pengertian-pengertian  di  atas  penulis  
berkesimpulan  bahwa  senjata tajam  adalah  alat  yang  terbuat  
dari  benda  yang  bekas  dan  mempunyai  ujung  yang  runcing  
yang  biasa  digunakan  untuk  menusuk,  mengiris,  dan  biasa  
digunakan  untuk  melakukan  kejahatan. 
2. Penggunaan  Senjata  Tajam  ditinjau  dari  Undang-Undang  
Darurat  Nomor  12  tahun  1951  tentang Senjata  Tajam  
dan  Api 
Seperti  yang  telah  penulis  utarakan  di  atas  bahwa  
perbuatan  dapat  dikatakan  suatu  tindak  pidana,  apabila  
perbuatan itu  mengandung  4 (empat)  unsur  penting  yaitu  
sebagai  berikut  : 
a. Perbuatan  itu  melawan  hukum 
b. Perbuatan   itu  merugikan  masyarakat 
c. Perbuatan  itu  dilarang  oleh  aturan  pidana 
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d. Pelaku  perbuatan  itu  diancam  dengan  pidana. 
Suatu  perbuatan  belum  mempunyai  atau  belum  
mencocoki  keempat  unsur  itu,  maka  belum  dikatakan  bahwa  
perbuatan  tersebut  adalah  suatu  tindak  pidana. 
Jelaslah  disini  bahwa  memiliki,  membawa  senjata  tajam  
apalagi  menggunakan  merupakan  suatu  tindak  pidana  karena  
telah  melanggar  ketentuan  Undang-undang,  disebabkan  karena  
telah  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang  senjata  tajam  
yakni  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1951  Pasal  2  ayat  (1)  
yang  berbunyi  sebagai  berikut : 
“Barang  siapa  yang  tanpa  hak  memasukkan  ke  
Indonesia, membuat, menerima, mencoba  memperolehnya, 
menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan  padanya  atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari 
Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau 
senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum 
dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” 
 
Persoalan  Kriminalitas  khususnya  membawa  ataupun  
menggunakan  senjata  tajam  memang  sangat  meresahkan  
masyarakat,  sebab  rasa  aman  dan  ketertiban  yang  
didambakan  menjadi  terancam. 
Menghindari  keadaan  yang  kacau  dan  untuk  melindungi  
ketertiban  masyarakat,  maka  pemerintah  membuat  peraturan  
perundang-undangan  membawa  senjata  tajam,  dengan  
mencantumkan  lembaran  Negara  Tahun  1951  Nomor  78  
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tentang  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun 1951,  
terkhusus  pada  Pasal  2  yang  mengatur  tentang  senjata  tajam. 
Terciptanya  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  
1951  yang  termuat  dalam  Lembaran  Negara  Tahun  1951  
Nomor  78  tersebut,  maka  para  pembuat  Undang-undang  
menganggap  bahwa  berdasarkan  asas  yang  menyatakan  
“semua  orang  dianggap  mengetahui  atau  paham  Undang-
undang”. 
Kenyataannya  anggapan  para  pembuat  Undang-undang  
keliru  sebab   masih  banyak  dari  pelaku  yang  terlibat  
penyalahgunaan  senjata  tajam  belum  mengetahui  dan  paham  
peraturan  tersebut  terutama   pada  Pasal  2  ayat (2)  Undang-
undang  Darurat Nomor  12  Tahun  1951  yang  menyatakan : 
“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau 
senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-
barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan 
guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah 
tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah 
pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai 




Untuk  lebih   jelasnya  dapat  dilihat  dari  (Soedarto,  1977; 
12),  yang  menyatakan : 
Dewasa  ini  diragukan  sekali  adagium  yang  fiktif  itu,  
sebab  kenyataannya  tidaklah  mungkin  orang  mengetahui  
semua  aturan  dalam  undang-undang.  Saya  tidak  yakin  
bahwa  seorang  penjahat pun  tahu  akan  segala  peraturan  
meskipun  itu  menyangkut  jabatannya.  Adilkah  kalau  kita  
mengharapkan  dari  rakyat  biasa  untuk  mengetahui  
segala  aturan  dalam  undang-undang.  Saya  tidak  yakin  
bahwa  seorang  pejabat   pun  tahu  akan  segala  peraturan  
meskipun  itu  menyangkut  jabatannya. 
Terlepas  dari  semua  anggapan  di atas,  maka  tidak  
berarti  bahwa  hak-hak  setiap  warga  Negara  dibatasi,  
apabila  ternyata  Senjata  Tajam  tersebut  digunakan  akan  
melakukan  pekerjaan-pekerjaan  yang  sah,  seperti  yang  
kita  ketahui  Senjata  Tajam  biasa  digunakan  oleh  
penjagal  sapi,  dan  pedagang  pisau  di  pasar,  para  
petani  di  sawah-sawah,  anggota  Pramuka,  Pejabat  
Pemerintah  yang  menjalankan  tugas  seperti  Pamong  
Praja, Hansip,  dan sebagainya. 
Padahal  diketahui  bahwa  barang-barang  tersebut  adalah  
senjata  tajam,  tapi Undang-undang  darurat  memberikan  
pengecualian  seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2)  
Lagipula  biasanya  pelanggaran  peraturan  Undang-Undang  
Darurat  tersebut  dapat  diketahui  setelah  terjadi  tindak  pidana  
lain,  seperti  pembunuhan  dan  penganiayaan,  serta  perkelahian  
yang  menggunakan  senjata  tajam  terjadi.  Dimana  diketahui  
bersama  perbuatan  tersebut  dikenal  dengan  nama  concursus,  
yakni  penggabungan dua  tindak  pidana. 
Tetapi  kenyataannya  berbagai  kasus  kejahatan  seperti  
Pembunuhan  dan  Penganiayaan,  Perampokan,  serta  
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Perkelahian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  sejata  yang  
lazim  digunakan  untuk  melakukan  pekerjaan  rumah. 
Berdasarkan  beberapa  kenyataan  tersebut  maka  sesuai  
pernyataan  dengan  Andi  Hamzah,  bahwa  alat-alat  atau  senjata 
tajam  seperti : 
a. Barang  pusaka, barang  kuno, atau  barang  ajaib 
b. Alat  untuk  pekerjaan  rumah 
c. Alat  untuk keperluan  pertanian 
Bila  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan  maka  dapat  
dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  Pasal 2  Undang-undang  
Darurat  Nomor 12 Tahun  1951.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  
pernyataan  di  bawah  ini : 
“Barang  pusaka,  barang   kuno,   barang  ajaib  sangat  
relatif. Karena  justru  barang-barang  itu   menjadi  fungsi,  
sebagai  senjata  dan  sebagai  untuk  melakukan  
pekerjaan.  Bahkan  di  daerah  barang-barang  itulah  
banyak  kali  dipakai  sebagai  senjata  dalam  melakukan  
delik  pembunuhan, penganiayaan dan  sebagainya.” 
 
Jadi,  berdasarkan  ketentuan  di  atas  memiliki  senjata  
tajam  untuk  disimpan  sebagai  benda  milik  pribadi dalam  rumah  
adalah  mencocoki  Pasal  2  ayat (1)  UU Darurat  No.12  Tahun  
1951  atas  dugaan  memiliki  senjata  penikam, atau  senjata  
penusuk,  dengan  ancaman  pidana  paling  lama  10  tahun. 
Tersangka  tetap  melanggar  pasal  tersebut  sekalipun  
menyimpan  atau  menyembunyikan  senjata  penusuk  tersebut di  
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rumah. Pembahasan  di  atas  ditegaskan  bahwa  tidak  ada  
pengecualian  terhadap  alat  atau  barang  bila  digunakan  
sebagai  senjata  dalam  suatu  aksi  Kejahatan,  seperti  
Pembunuhan, Perampokan, Perkelahian , bahkan Perkosaan  tetap  
akan  dikenakan  sebagai  sanksi  Pidana.  Apalagi  perbuatan  
tersebut  sangat  merugikan  masyarakat  dan  jelas-jelas  telah  
diancam  dengan  Hukuman   Pidana. 
D .  Concursus  (Gabungan  Tindak  Pidana) 
1. Pengertian  Concursus 
 Dalam  KUHP  gabungan  melakukan  tindak  pidana  sering  
diistilahkan  dengan   Samenloop  van  Strafbare  Feiten  yaitu  satu  
orang  yang  melakukan  beberapa  peristiwa  pidana ( E. Utrech, 
1994 ; 137 ).  Sedangkan  Mas’ad  Ma’shum  memberikan  definisi  
gabungan  melakukan  tindak   pidana  ini  dengan  beberapa  
perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang ( Mas’ad  Ma’shum, 
1989 ; 122). 
Mr.  Kami  lain  lagi,  beliau  lebih  suka  memakai  istilah  
“delik  tertindih  tepat”  oleh  karena  pada  concursus  tersebut  
nampak  beberapa  delik  yang  tertindih  tepat   yang  ditimbulkan  
oleh  perbuatan  si  pembuat ( Zaenal Abidin dkk ; 105) 
Pengertian  di  atas,  terdapat  tiga  hal  yang  perlu  
diperhatikan,  yaitu  tentang  pengertian  gabungan  melakukan  
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tindak  pidana  itu  sendiri  dan  mengenai  penyertaan  dan  juga  
mengenai  tindak  pidana  berulang. 
Pada   delik  penyertaan  (delneming)  terlibat  beberapa   
orang  dalam  satu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  sedangkan  
pada  gabungan  beberpa  perbuatan  atau  concursus  terdapat  
beberapa  perbuatan  yang  dapat  dihukum  yang  dilakukan  oleh  
satu  orang,  sebagaimana  dalam  recidive.  Akan  tetapi  dalam  
recidive,  beberapa  perbuatan  pidana  yang  telahdilakukan  
diselingi  oleh  suat putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai 
kekuatan tetap,  sehingga  karenanya  terhukum  dinyatakan  telah  
mengulang  kembali  melakukan  kejahatan. 
2.  Jenis – jenis  Concursus 
Gabungan  satu  perbuatan  atau  concursus  idealis  atau  
eendaadse  samenloop  yaitu  gabungan   suatu  perbuatan  
apabila  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan   dan  dengan  
melakukan   perbuatan  itu  ia  melakukan  pelanggaran  atas  
beberapa  peraturan  pidana ( Moch.Anwar, 1986 ; 54). 
Concursus  idealis  ini  diatur  dalam  Pasal  63  ayat  (1)  
KUHP,   yaitu: 
“Kalau  sesuatu  perbuatan  termasuk  dalam  lebih  dari  satu  
ketentuan  pidana,  maka  hanyalah  satu  saja  dari  ketentuan  
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itu  yang  dipakai,  jika  pidana  berlain,  maka  yang  dipakai  
ialah  ketentuan  yang  terberat  pidana  pokoknya”. 
Gabungan  satu  perbuatan  (concursus  idealis)  menurut  
Pasal  63  ini  adalah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  di  
dalamnya  termasuk  beberapa  ketentuan  pidana  yang  tidak  
dapat  dipisah-pisahkan  antara  yang  satu  tanpa  menghapuskan  
yang  lain  (condition  sine  quanon). 
Istilah  lain  dari  gabungan  beberapa  perbuatan  ini  adalah  
meerdadse  samenloop.  Dasar   hukum  dari  gabungan  beberapa  
perbuatan  terdapat  dalam  Pasal  65,    yaitu: 
(1)  Jika  ada  gabungan  beberapa  perbuatan,  yang  masing-
masingnya  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  
bulat  dan  masing-masingnya  merupakan  kejahatan  yang  
terancam  dengan  pidana  pokoknya  yang  sama,  maka  
satu  pidana saja  yang  dijatuhkan. 
(2) Maksimum  pidana itu  ialah  jumlah  maksimum  yang  
diancamkan  atas  tiap-tiap  perbuatan  itu,  tetapi  tidak   
boleh  lebih  dari  yang  terberat  ditambah  sepertiganya. 
 
Dari  pasal  65  di  atas  maka  terdapat  lebih  dari   satu  
perbuatan  yang  diancam  pidana,  dari  sini  maka  dapat  
diketahui  bahwa  apaila  terdapat  seseorang  yang  melakukan  
beberapa  kejahatan  akan  mendapatkan  satu  hukuman  saja  
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dengan  syarat  hukuman  itu  sejenis  seperti  hukuman  penjara  
dengan  hukuman  penjara. 
Dalam  concursus  realis  ini,  KUHP  mengenal  tiga  bentuk  
perbarengan,  yaitu : 
1. Perbarengan  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  
sejenis 
2. Perbarengan  kejahatan  yang  diancam  dengan pidana  yang  
tidak  sejenis 
3. Perbarengan  pelanggaran  dengan  masing-masing  pidananya 
berdiri  sendiri. 
Dari  tiga  bentuk  concursus  realis  ini  maka  system  
hukuman  yang dipakai  antar  satu  dengan  yang  lainnya  
berbeda.  Berangkat  daripada   itu  muncul tiga  ketentuan  yang  
dipakai  untuk  menentukan  berat  ringannya  hukuman  yang  
nantinya  akan  dijatuhkan (Arwan Sakidjo dan Bambang 
Poernomo, 1990:169). 
Perbuatan  Berlanjut  atau  voortgezette handeling (Pasal 64 
KUHP) terjadi  apabila  seseorang  melakukan  beberapa  
perbuatan  (kejahatan  atau  pelanggaran), dan  perbuatan-
perbuatan  itu  ada  hubungan  sedemikian  rupa  sehingga  harus  
dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut. Syarat “perbuatan-
perbuatan  itu  ada  hubungan  sedemikian  rupa  sehingga  harus  
dipandang  sebagai   satu  perbuatan  berlanjut”  adalah : 
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- Harus  ada  satu   niat 
- Perbuatan-perbuatannya  harus  sama  atau  sama  
macamnya 
- Tenggang  waktu  di  antara  perbuatan-perbuatan  itu  
tidak  terlalu  lama. 
3. Sistem  Penjatuhan  Pidana  Pada  Concursus 
Concursus  sendiri  berarti  perbarengan  yang  
menggambarkan  adanya  kebersamaan.  Kebersamaan  ini  
maksudnya  adalah pemeriksaan  seorang  terdakwa  atau  lebih  
berdasarkan  beberapa  ketentuan  pidana  yang  telah  
dilanggarnya.  Secara  bersama  dalam  satu  perkara,   dengan  
begitu  masalah  utamanya  adalah  nanti   ketika  penjatuhan  
pidana 
Dalam  concursus  idealis  menganut  sistem  pemidanaan  
absorbs  atau  penyerapan.  Dalam  absorbsi  ini  pidana  yang  
dijatuhkan  bagi  seseorang  yang  telah  melakukan  gabungan  
tindak  pidana  yaitu  hanyalah  satu  jenis  hukuman.  Dimana  
hukuman  tersebut  seakan-akan  menyerap  semua  hukuman-
hukuman  yang  lain  yang  diancamkan  kepada  orang  tersebut.  
Pada  umumnya  hukuman  yang  dimaksud  adalah  hukuman  
yang  terberat  di  antara  hukuman-hukuman   lain  yang  
40 
diancamkan.  Alasan  yang  menjadi  dasar  aturan  ini  adalah  
setiap  satu  perbuatan  hanya  boleh  dijatuhi  satu  hukuman.  
Perbuatan  berlanjut  yang  dasar  hukumnya  adalah  Pasal 
64 (1) ,  yaitu: 
“Kalau  antara  beberapa  perbuatan  ada  perhubungannya,  
meskipun  perbuatan  itu  masing-masing  telah  merupakan  
kejahatan  atau  pelanggaran,  sehingga  harus  dipandang  
sebagai  satu  perbuatan  berturut-turut,  maka  hanyalah  
satu  ketentuan  pidana  saja  yang  digunakan  ialah  
ketentuan  yang  terberat  pidana  pokoknya”. 
Berdasarkan  ketentuan  pada  pasal  tersebut   maka  
apabila  terdapat  2  atau  lebih  ketentuan  pidana  dalam  
kejahatan  atau  pelangaran  maka  yang  digunakan ialah  satu  
ketentuan  saja  yakni  ketentuan  yang  terberat  pidana  pokoknya.  
Dalam  hal  ini  berarti  dianut  sistem absorbs  sebagaimana  
dalam  gabungan  satu   perbuatan  yaitu  sistem  penyerapan  
dimana  hukuman  yang  berat  seakan-akan  menyerap  hukuman  
yang  ringan. 
Concursus  realis  ini,  KUHP  mengenal  tiga  bentuk  
perbarengan,  yaitu ( Arwan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990 
; 168) 
1.  Perbarengan  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  
sejenis 
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2. Perbarengan  kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana   yang  
tidak  sejenis 
3. Perbarengan  pelanggaran  dengan  masing-masing  pidananya  
berdiri  sendiri. 
Dari  ketiga  bentuk  concursus  realis  ini  maka  sistem 
yang  dipakai  antar  satu  dengan  yang  lainnya  berbeda.  
Berangkat  daripada  itu  muncul  tiga  ketentuan  yang  dipakai  
untuk  menentukan  berat  ringannya  hukuman  yang   nantinya  
akan  dijatuhkan.  Adapun  ketiga  ketentuan  tersebut  adalah  : 
1. Sistem  absorbsi  yang   dipertajam 
2. Sistem  kumulasi  terbatas 
3. Sistem  kumulasi  murni 
Perbarengan  kejahatan  yang  diancamkan  dengan  pidana  
sejenis  sebagai  hukuman  pokok  dengan  masing-masing  
dikenakan  hukuman  penjara  atau  pidana  kurungan  ataukah  
pidana  denda  saja,  maka  dalam   masalah  ini  dikenakan  sistem  
hukuman  absorbs  yang  dipertajam,  artinya  hukuman  yang  
dijatuhkan  ialah  jenis  hukuman  yang  terberat  dengan  tidak  
melebihi  hukuman  maksimum  yang   terberat  yang  ditambah  
sepertiganya.  Sedangkan  maksud  dipertajam  ialah  adanya  
ketentuan  atau   batas  sepertiga  daripada  hukuman  maksimum  
yang  dijatuhkan. 
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Perbarengan  kejahatan  yang  diancam dengan  pidana  
yang  tidak  sejenis,  untuk  masing-masing  perbuatan  berari   
harus  dijatuhi  hukuman  secara  sendiri-sendiri  Adanya  
penjumlahan  terhadap  jumlah  hukuman-hukuman  yang  nantinya  
akan  dijatuhkan  berarti  telah  dianut  sistem  kumulasi.  Namun  
sistem  kumulasi  yang  dianut  adalah  sistem  kumulasi  yang  
terbatas  artinya  dalam  penerapan  sistem  kumulasi  ini  dibatasi  
oleh  maksimum  hukuman  tidak  boleh  melebihi  dari  ancaman  
pidana  pokoknya  yang  terberat  ditambah  sepertiganya. 
E . Pertimbangan  Hakim 
Pada  dasarnya  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam 
menjatuhkan  putusannya  adalah  apakah  unsur delik  yang  
didakwakan  kepada  terdakwa  terbukti  atau  tidak  berdasarkan  alat  
bukti  dan  keyakinan  hakim,  yang  konsekuensi  yuridisnya  adalah  
putusan  pemidanaan,  putusan bebas,  atau  putusan  lepas.  Selain  
itu  pula  hakim  mempertimbangkan  hal-hal  sebagai berikut 
(Bambang Waluyo, 2008 ; 91) : 
a. Kesalahan  pembuat  tindak  pidana 
b. Motif  dan  tujuan  melakukan  tindak  pidana 
c. Cara  melakukan  tindak  pidana   
d. Sikap  batin  pembuat  tindak  pidana 
43 
e. Riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  ekonomi  pembuat  tindak  
pidana 
f. Sikap   dan  tindakan  pembuat  sesudah  melakukan tindak  
pidana 
g. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan  masa  depan  
pembuat  tindak  pidana. 
h. Pandangan  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  yang  
dilakukan 
i. Pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban  atau  keluarga  
korban  dan; 
j. Apakah  tindak  pidana  dilakukan  dengan  berencana. 
Menjadi  hakim  merupakan  pekerjaan  yang  cukup  berat  karena  
menentukan  kehidupan  seseorang  untuk  memeperoleh  kebebasan  
atau  hukuman.  Terjadi  kesalahan  dalam pengambilan  keputusan  
maka  akan  berakibat  fatal.  Maka  dari   itu  seorang  hakim  adalah  







BAB  III 
METODE  PENELITIAN 
A .  Lokasi  Penelitian 
Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  relevan  dengan  
permasalahan yang dikaji penulis  melakukan  penelitian  dengan  
memilih  lokasi  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  dengan 
pertimbangan  bahwa lokasi  penelitian  tersebut  relevan  dengan  
masalah  yang akan  diteliti.  Dalam  hal  ini, perlu  suatu penelusuran 
secara  sistematis terhadap instansi  tersebut  dalam  memberikan  
keadilan  kepada  pelaku  kejahatan  dan  korban  kejahatan karena  
instansi  tersebut  sebagai institusi  yang  membuat  putusan  
pidananya.  Selain  melakukan  penelitian  di   Pengadilan  Negeri 
Makassar,  penulis  juga  mengumpulkan  data  dan  informasi   di  
tempat  yang  menyediakan  bahan  pustaka  seperti  perpustakaan  
Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin  dan  Perpustakaan Pusat  
Universitas Hasanuddin. 
B .  Jenis  dan  Sumber  Data 
Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang  penulis  lakukan  dalam  
penelitian  ini  yaitu  diperoleh  melalui  penelitian lapangan  dan  
kepustakaan,  yang  dibedakan   ke  dalam  2 (dua) jenis  data  yaitu : 
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1. Data  Primer  adalah  data  atau  informasi yang  diperoleh 
langsung  di lokasi  penelitian, dimana data  tersebut  diperoleh 
dengan  melakukan  wawancara secara  langsung  dengan  nara 
sumber  yaitu Hakim  Pengadilan  Negeri  Makassar. 
2. Data  Sekunder  adalah  data  yang diperoleh  secara  tidak 
langsung  melalui penelitian  kepustakaan  (Library  Research) baik  
melalui  pengumpulan  dan inventarisasi buku-buku  ilmu  hukum,  
karya-karya  ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, 
media cetak, dokumen-dokumen,  termasuk pula data yang  
bersumber  dari  Pengadilan Negeri Makassar  serta  bacaan  
lainnya  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang akan  
dibahas. 
C .  Teknik  Pengumpulan  Data 
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  
memperoleh   data  dan  informasi  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara 
yaitu  melalui  metode penelitian kepustakaan  (Library  Research)  
dan  metode  penelitian  lapangan  (Field  Research). 
1. Metode  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  yaitu  
penelitian  yang  dilakukan  dengan  menelaah  berbagai  bahan  
pustaka  yang  ada  hubungannya  dengan  kasus ini,  baik berupa 
buku-buku ilmu  hukum,  karya-karya  ilmiah,  peraturan  
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perundang-undangan , internet,  media  cetak  serta  dokumen-
dokumen  guna  mengumpulkan  data  dan  informasi. 
2. Metode Penelitian  Lapangan   (Field  Research)  yaitu  penelitian  
yang   dilakukan  dengan  mengadakan  observasi  atau  terjun 
langsung  ke  lapangan  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  data-
data  dan informasi yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  dengan  
teknik  wawancara  yakni  melakukan  tanya jawab  dengan   nara  
sumber  dan  pihak-pihak  yang  terkait  langsung  dengan masalah  
yang  diangkat  dalam  tulisan  ini.  
D .  Analisis  Data 
Data-data  yang  telah  diperoleh  baik  data  primer  dan  data  
sekunder  kemudian  akan  dianalisis  dan  diolah  dengan metode  
kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  normatif yaitu  dengan  
menguraikan  masalah  sesuai  data  yang  diperoleh  di  lapangan  
guna menghasilkan  suatu  kesimpulan,  kemudian disajikan  secara  
deskriptif  guna  memberikan  pemahaman  yang  jelas  dan terarah  








PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Penerapan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kasus  Pemerkosaan  Dan   
Tanpa  Hak  Memiliki  Senjata  Tajam (Studi Kasus Putusan No. 
255/Pid.B/2012/PN.MKS) 
1. Identitas Terdakwa 
Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  memeriksa dan  
mengadili  perkara-perkara   pidana  telah  menjatuhkan  putusan  
perkara  atas  nama  Terdakwa  RUSLAN  BIN  MUHAMMAD,  
Tempat   lahir  Jeneponto, 9 Maret  1990 , Umur  21  tahun, Jenis 
kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat  tinggal  Jl. 
Mannuruki 14 Lr.07 Pondok  Ompo  Kota  Makassar, Agama  Islam 
, Pekerjaan  Mahasiswa, Pendidikan  terakhir  SMA 
2.  Kasus Posisi 
Putusan  Pidana  No.255/Pid.B/2012/PN.MKS  tentang  
sebuah  kasus  mengenai  Pemerkosaan  Dan  Tanpa  Hak  
Memiliki  Senjata  Tajam  yang  dilakukan  seorang  pria  bernama  
Ruslan  Bin  Muhammad  alias  Ruslan,  awalnya  Ruslan  Bin  
Muhammad  alias  Ruslan  mendatangi  saksi  korban  Gheatry  
Adhitya  Tatul  alias  Gea  yang  saat  itu  sedang   berada  di  
Rumah  Sakit  Pelamonia  kemudian  terdakwa  menawarkan  diri  
untuk  mengantar  saksi  korban  untuk  membeli  makanan  dan  
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setelah  itu  terdakwa  kemudian  mengajak  saksi  korban  untuk  
memakan  makanan  yang  dibeli  tersebut  di   rumah  kost  
terdakwa  di  Jalan  Mannuruki  14. Namun  saksi  korban  sempat  
menolak  ajakan  terdakwa  tapi terdakwa  berhasil  meyakinkan  
saksi  korban  bahwa  saksi  korban  akan  aman  bersama  
terdakwa  karena  terdakwa  mengaku  kakak  dari  salah  seorang  
teman  saksi  korban   bernama  Nurmi, dan  terdakwa  tidak  akan  
macam-macam. Kemudian  saksi  korban  kemudian   setuju  
dengan  ajakan  terdakwa. 
Sesampainya  di  rumah  kost   terdakwa,  saksi  korban  
diajak  masuk  ke  dalam  kamar  kost  terdakwa  dan  kemudian  
memakan  makanan  yang  dibeli, setelah  itu  terdakwa  
menawarkan  kepada  saksi  korban  untuk  istirahat  sejenak. 
Karena  pada  saat  itu  dalam  kondisi  capek  saksi  korban  pun  
menerima  tawaran  terdakwa  hingga  saksi  korban  pun  tertidur  
di  kamar  kost  terdakwa.  Pada  saat  tertidur  itu  pula  terdakwa  
mulai  menyentuh  saksi  korban, namun  saksi  korban  yang  
kemudian  tiba-tiba  terbangun  dan  sadar  ada  yang  tidak  beres  
dengan  kelakuan  terdakwa  kemudian  segera  meminta  diantar  
pulang  secara  berulang kali  tapi  terdakwa  tidak  menanggapi  
permintaan  saksi  korban  yang  kemudian  segera  berusaha  
membuka  pintu  kamar  kost,  akan  tetapi  terdakwa  malah  
memukul  perut  saksi  korban. 
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Saksi  korban yang  saat  itu  sudah  dalam  keadaan  ketakutan  
langsung  mengirimkan  sms  kepada  saksi  Calvin  untuk  
menjemputnya  di  situ,  namun  hal  itu  diketahui  oleh  terdakwa  
dan  segera  mengambil  pisau  di  dekat  pintu  dan  mengancam   
saksi  korban  agar  menghubungi  kembali  temannya  dan  
mengatakan  bahwa  saksi  korban  baik-baik  saja  dan  akan  
diantar  pulang  oleh   terdakwa.  Setelah  menghubungi  temannya,   
terdakwa  kembali  mengancam  saksi  korban  dengan  
menggunakan  pisau  yang  diarahkan  kepada  saksi  korban 
sambil  menyuruh  korban  untuk  membuka  pakaiannya,  saksi  
korban  yang  dalam  keadaan  ketakutan  langsung  menuruti  
perintah  terdakwa  dengan  membuka  pakaiannya.  Setelah  itu  
terdakwa  mengambil  gambar  saksi  korban  dalam  keadaan  
hampir  telanjang.  Selanjutnya  memaksa  korban  untuk  
berhubungan  badan  layaknya  suami  isteri ,namun  saksi  korban  
menolak  dengan  alasan  sedang  halangan,  namun  terdakwa  
kembali  mengancam  saksi   korban  dengan  mengacungkan  
pisau  ke arah  saksi  korban  yang  akhirnya  merasa  ketakutan  
akhirnya  menuruti  kemauan  terdakwa  untuk  berhubungan  
badan  yang  kejadian  tersebut  terjadi  di  kamar  kost  terdakwa  




3. Dakwaan   Jaksa  Penuntut  Umum 
Kasus  perkara  Pemerkosaan  Dan  Tanpa  Hak  Memiliki  
Senjata  Tajam  dengan  Nomor  Register  Perkara  PDM-
25/MKS/EP.1/02/2012  tertanggal  13  Februari  2012  dan  surat  
pelimpahan  perkara  Acara   Perkara  Biasa  Nomor: B-
207/R.4.10/Ep.1/02/2012  tanggal  13  Maret  2012 , yang  
dilakukan  oleh  terdakwa  Ruslan  Bin  Muhammad  alias  Ruslan  
oleh   Jaksa  Penuntut   Umum  didakwa  dalam  bentuk  dakwaan  
kumulatif. Dakwaan  yang  didakwakan  ialah : 
- Melanggar  pasal  285  KUHP   
- Melanggar  pasal  2  ayat (1)  UU  Darurat  No.12  Tahun  1951 
LN 1951 No.78 
Untuk  membuktikan  dakwaannya,  maka  Penuntut  Umum  
di  persidangan  mengajukan  barang bukti  berupa 1 bilah pisau 
stainless, 1 buah HP  beserta  memory 2 GB  dan hasil  visum  Et  
Repertum  dari  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Mappaodang  
Makassar  yang  dapat  disita  secara  sah  karena  dapat  
digunakan  untuk  memperkuat  pembuktian.  Berdasarkan  
dakwaan  Penuntut   Umum  tersebut  disertai  dengan  alat  bukti  
dan  barang  bukti  yang  ada maka  terdakwa  dituntut  dengan 
Pasal  285  KUHP  dan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  
Darurat No.12  Tahun  1951, LN 1951 No.78  Tentang  Senjata  
Tajam. 
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Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  
pemeriksaan  persidangan  dikaitkan  dengan  pembuktian   unsur  
dakwaan  kumulatif  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  tersebut  
dinyatakan  terbukti  yaitu  melanggar  Pasal  285 KUHP  dengan  
unsur-unsur  sebagai  berikut : 
-  Unsur  :  Barang  Siapa 
Yang  dimaksud  dengan  barang  siapa  adalah  mengacu  
kepada  subyek  hukm  yang  dalam  arti  orang  atau  
sekelompok  orang  sebagai  suatu  pelaku  tindak  pidana  yang  
dilakukannya  dapat  dipertanggungjawabkannya  di  depan 
hukum. 
Bahwa  di  persidangan  terdakwa  Ruslan  Bin  Muhammad   
telah  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  dengan  identitasnya  
yang  lengkap  sebagaimana  dalam  surat  dakwaan,  dan  dari 
fakta  di  persidangan  bahwa  terdakwa  dapat  menjawab  
dengan  baik  setiap  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  
terdakwa,  demikian  juga  tidak  ditemukan  adanya  tentang   
kesalah  orang  atau  error  infersona  sebagai  pelaku  yang  
dimaksudkan  dadalam  surat  dakwaan,  sehingga  dengan  
demikian  terdakwa  adalah  orang  yang  mampu  
mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  oleh  karenanya  
unsur  tersebut  telah  terpenuhi  menurut  hukum. 
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- Unsur  :  Dengan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan  
Memaksa  Seorang  Wanita  Yang  Bukan  Isterinya  
Bersetubuh  Dengan  Dia. 
Jika  diperhatikan  rumusan  delik  sebagaimana  tersebut  di  
atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  rumusan  delik  tersebut  
dapat  dibagi  dalam  dua  elemen  unsur  yang  berhubungan  
satu  dengan  yang  lain  dan  tidak  dapat  dipisahkan   yaitu : 
1.  Dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan\ 
2. Memaksa  seseorang  yang  bukan  isterinya  bersetubuh  
dengan  dia. 
Terhadap  elemen  pertama  yaitu  “dengan  kekerasan  atau  
ancaman  kekerasan”  mempunyai  arti  sebagaimana  dalam  
ketentuan  Pasal  89  KuHP  yaitu  membuat  orang  jadi  
pingsan  atau  tidak  berdaya. 
Jika  diperhatikan  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  
yaitu  dari  keterangan  saksi  korban  yang  bernama  Gheatry  
Aditya  Tatul  yang  juga  dibenarkan  oleh  terdakwa,  bahwa  pada  
hari  Selasa  tanggal  13  Desember  2011  sekitar  jam  03.00  
wita,  ketika  terdakwa  dengan  saksi  korban  berada  di  kamar  
kost  terdakwa  dan  saksi  korban  bersama-sama  berangkat  dari  
Rumah  Sakit  Pelamonia,  saksi  korban  setelah  selesai  makan   
terdakwa  menawarkan  saksi  korban  untuk  istirahat  dan  baring  
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di  tempat  tidur  terdakwa.  Setelah  saksi  korban  berbaring,  
terdakwa  mulai  menyentuh saksi korban  dan  mengarahkan  
tangan  korban  ke kelamin  terdakwa,  saksi  korban  menolak  
,dan  terdakwa  marah  serta  memukul  perut  korban  dan  
mengambil  pisau  yang  terletak  di dinding  dan  mengarahkan  
pisau  tersebut  ke  tubuh  saksi  korban  dan  menyuruh  saksi  
korban   membuka  baju  dan  mengancam  akan  menusuk  korban   
dengan  pisau,  akibatnya  saksi  korban  menjadi  takut  dan  tidak  
berdaya  sehingga  mengikuti  kemauan  terdakwa. 
Selanjutnya  terhadap  elemen kedua  “memaksa  
seseorang  yang  bukan  isterinya  bersetubuh  dengan  dia” 
Fakta  yang  terungkap  di  persidangan  bahwa terdakwa  
mengancam  saksi  korban dengan  sebilah  pisau  yang  
diarahkan  ke  tubuh  saksi korban  serta  memukul  perut  
korban  demikian  juga  dengan  mengambil  gambar saksi  
korban  dalam  keadaan  telanjang  sehingga  dari   hal  tersebut  
telah  terbukti  adanya  paksaan  dari  terdakwa  untuk  
memenuhi  kemauannya,  sehingga  saksi  korban  membuka  
baju  dan   pakaian  dalamnya  sehingga  terdakwa  
menyetubuhi  saksi   korban,  yang  mengakibatkan  saksi  
korban  merasa  kesakitan  di sekitar  kemaluannya  
sebagaimana  diuraikan  dalam  Visum Et Repertum, demikian  
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juga  dari  fakta  di persidangan  bahsa  saksi  korban  dengan  
terdakwa  tidak  ada  hubungan  suami   isteri. 
Bahwa  oleh  karena  unsur-unsur  dalam  dakwaan  tersebut  
diatas  telah   terpenuhi, maka  terdakwa  telah  terbukti  secara  
sah dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “Perkosaan”. 
Selanjutnya  terdakwa  telah  melanggar  Pasal  2  ayat (1)  
Undang-undang  Darurat  No.12  Tahun 1951, LN 1951 No.78 
yang  unsur-unsurnya  sebagai  berikut: 
-  Unsur  : Barang  Siapa 
Unsur  barang  siapa  telah  dipertimbangkan  dalam  dakwaan  
kesatu,  dan  unsur  tersebut  telah  terpenuhi  menurut   hukum,  
dan  sesuai  dengan  fakta  bahwa  unsur  barang siapa  dalam  
dakwaan  kedua  adalah  sama  dengan  unsur  barang  siapa  
dalam  dakwaan  kesatu, sehingga  dengan  demikian  
pertimbangan unsur  tersebut  diatas  diambil  alih  menjadi  
pertimbangan  dalam dakwaan  kedua  oleh  karenanya  unsur  
tersebut  telah  terpenuhi  menurut  hukum. 
- Unsur :  Tanpa  hak  menyimpan  dan  atau  memiliki  
senjata  tajam 
Berdasarkan  keterangan  saksi  dan  keterangan  terdakwa  
serta  barang  bukti  yang  diajukan  dihadapan  persidangan  ini  
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diperoleh  fakta  hukum  yang  pada  pokoknya  sebagai  
berikut: 
Bahwa  pada  awalnya  saksi  Gheatry Aditya  Tatul  yang  saat  
itu  beberapa  kali  meminta  kepada  terdakwa  untuk  diantar  
pulang  namun   permintaan  tersebut  tidak  pernah  dihiraukan  
oleh   terdakwa  sehingga  saksi  korban  kemudian  
mengirimkan sms  kepada  saksi  Calvin  dengan  permintaan  
agar  saksi  Calvin  menjemput  saksi  korban  namun  terdakwa  
yang   mengetahui  hal  tersebut  kemudian  mengambil  1 
(satu)  buah  senjata  tajam  dengan  ukuran  kurang  lebih  15 
cm  yang  terbuat  dari  besi  putih  atau  stainless steel. 
Bahwa  terdakwa  menyimpan  dan  menguasai  barang  
tersebut  tanpa  ijin dari  pihak  yang  berwenang  dan  barang-
barang  tersebut  tidak  dimaksudkan  untuk  pertanian  atau  
pekerjaan  rumah  tangga  atau  sebagai  pusaka. 
Dengan  demikian  unsur-unsur  dalam   dakwaan  tersebut  di  
atas  telah  terpenuhi,  maka  terdakwa  telah  terbukti  secara  
sah  dan  meyakinkan  melakukan   tindak  pidana  “tanpa  hak  
memiliki  dan  atau  membawa  senjata  tajam” 
4. Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum 
Tuntutan   Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  Nomor  Register  
PDM-25/MKS/EP.1/02/2012  tertanggal 20 Februari  2012  yang 
pada  intinya  meminta  majelis  Hakim  Pengadilan Negeri 
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Makassar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  
memutuskan: 
1.  Menyatakan  terdakwa  Ruslan  Bin  Muhammad  terbukti   
secara  sah  menurut  hukum  bersalah  melakukan  tindak  
pidana  Pemerkosaan  dan  tanpa  hak  memiliki  senjata  
tajam  sebagaimana  dakwaan  kesatu  dan  kedua  . 
2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  
penjara  selama  8 (delapan)  tahun  dikurangi  selama  
terdakwa  berada  dalam  tahanan  dengan  perintah  untuk  
tetap  ditahan. 
3. Menyatakan  agar  terdakwa  Ruslan  Bin Muhammad  
dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.2000,- 
(dua ribu rupiah) 
4. Menyatakan  barang  bukti  terdakwa  Ruslan  Bin  
Muhammad  berupa  : 
-  1 (satu) bilah  pisau  stainless 
- 1 (satu)  buah  HP  beserta  memory  2 GB 
5. Amar  Putusan 
Dalam  perkara  nomor  255/Pid.B/2012/PN.MKS  hakim  
memutuskan : 
1. Menyatakan  terdakwa  Ruslan  Bin  Muhammad   terbukti  
secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  
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pidana   “Pemerkosaan  Dan Tanpa  Hak  Memiliki   Senjata  
Tajam” 
2. Menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa  Ruslan  Bin  
Muhammad  dengan  pidana  penjara  selama  5 (Lima)  
tahun 
3. Menetapkan  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  
dikurangkan  sepenuhnya  dari   lamanya  hukuman  yang  
dijatuhkan 
4. Memerintahkan  agar  terdakwa  tetap  berada  dalam  
tahanan 
5. Menetapkan  barang  bukti  berupa : 
- 1 (satu)  bilah  pisau  stainless  
- (satu)  unit  HP  beserta  memory  2 GB 
6. Membebani  terdakwa  untuk  membayar  ongkos  perkara  
sebesar  Rp.2000,- (dua ribu rupiah) 
Putusan  tersebut  dibacakan  dengan  dihadiri  oleh  
terdakwa  dan  penuntut  umum. 
Adapun  hal-hal  yang  meringankan  terdakwa  pada  
perkara  antara  lain: 
- Terdakwa  bersikap  sopan  dalam  persidangan 
- Terdakwa  secara  lisan  menyatakan  menyesali  
perbuatannya 
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- Terdakwa  masih  membutuhkan  bimbingan  dan  
pembinaan 
6. Analisis  Penulis 
Surat  dakwaan  adalah  dasar  atau  landasan  pemeriksaan  
perkara  di  dalam  siding  pengadilan  sedangkan  surat  tuntutan  
adalah  surat  yang  berisi  tuntutan  penuntut  umum  terhadap  
suatu  tindak  pidana. 
Adapun  jenis-jenis  dakwaan  yang  dibagi  menjadi  5 (lima)  yaitu: 
1.  Dakwaan  tunggal , yaitu  hanya  satu  jenis  tindak  pidana  
saja yang  didakwakan  kepada  terdakwa, yakni melanggar  
ketentuan  pasal  tersebut. 
2. Dakwaan  kumulatif,  yaitu  banyak  dakwaan atau  banyak  
pelanggaran  (banyak pasal) 
3. Dakwaan alternatif,  yaitu  ada  beberapa  banyak  dakwaan 
tetapi  hanya  satu  yang  harus  dibuktikan  tergantung  dari  
hasil  persidangan. 
4. Dakwaan  subsidaritas  (bersusun),  dakwaan  yang  bersusun  
yaitu  dakwaan  primer  (yang  harus dibuktikan terlebih dahulu  
atau dari  segi  ancaman  pidana)  dan  dakwaan  subsidair.  
Perkara  yang  sama  tidak  bisa  dilakukan  dua  kali  
berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan  atau  beberapa  
tindak  pidana. 
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5. Dakwaan  gabungan  (kombinasi)  dari  dakwaan  kumulatif,  
dakwaan  alternatif  dan  dakwaan  subsidaritas. 
Seorang  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  membuat  surat  
dakwaan  dan  surat  tuntutan  yang  membuat  terdakwa  suatu  
tindak  pidana  tidak  dapat  lolos  dari  jerat  hukum.  Hakim  dalam  
memeriksa  suatu  perkara  tidak  boleh  menyimpang  dari  apa  
yang  disebutkan  jaksa  dalam  surat  dakwaan.  Penulis  
kemudian  akan  mengomentari  putusan  255/Pid.B/2012/PN.MKS 
secara  umum, mulai  dari  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  
tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  apakah  perbuatan  terdakwa  
telah  memenuhi  syarat  pemidanaan  atau   belum. 
Dalam  perkara  ini,  Jaksa  Penuntut  Umum  membuat  
surat  dakwaan  kumulatif.  Sebab  berisikan  2  jenis  tindak  
pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa,  yakni  melanggar 
Pasal  285 KUHP  Tentang  “Perkosaan”  dan  Pasal  2  ayat (1)  
Undang-undang  Darurat No.12 Tahun 1951, LN  1951  No. 78  
Tentang  Senjata  Tajam. 
Perumusan  dakwaan  alternatif  ini  dikarenakan  
berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  materi  perkara  ini  
terdapat  2  dakwaan  dan  keduanya  pun  harus  dibuktikan  yaitu  
Pasal  285  KUHP  dan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  
Darurat   No. 12 Tahun  1951, LN  1951 No.78  tahun  1951. 
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Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  
serta  diperkuat  dengan  adanya  alat  bukti  berupa  keterangan  
saksi-saksi,  keterangan  terdakwa  dan  memperhatikan  barang  
bukti  yang  diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  di persidangan  
dan  semua  itu  dapat  dipandang  saling  berhubungan  satu  
sama  lain  maka  majelis Hakim  telah  mempertimbangkan  bahwa  
unsur-unsur  dari  pasal  yang  didakwakan  telah  sesuai  dengan  
fakta-fakta  yang  ditemukan  dalam  persidangan  tersebut.  
 Fakta-fakta  tersebut  adalah  dimana  Ruslan  Bin 
Muhammad  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  
Pemerkosaan,  yaitu  dengan  memaksa  seorang  perempuan  
yang  bukan  isterinya  yang  dalam hal  ini  adalah  Gheatry  Aditya  
Tatul  untuk  melakukan  hubungan  layaknya  suami  isteri  
sebagaimana  yang  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  
285  KUHP  dan  mengancam  saksi  korban  dengan  senjata  
tajam  sebagaimana  diatur  dan  diancam   pidana  dalam  Pasal 2 
ayat (1)  Undang-undang  Darurat  No.12  tahun  1951 , LN 1951 
no.78 tahun  1951. Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  maka  
terdakwa  dinyatakan bersalah,  oleh  sebab  itu  terdakwa  harus  
dihukum  sesuai  dengan  perbuatannya dan  tidak  melebihi  dari  
yang  diancamkan, sebagaimana  fakta-fakta  yang  terungkap  
dalam  persidangan. Selain  itu,  biaya  yang  timbul  dalam  
perkara  ini  dibebankan  kepadanya,  agar  sesuai  dengan  tujuan  
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pemidanaan  yaitu  perlindungan  masyarakat, pengurangan  
tingkat  kejahatan pelaku.  Oleh  sebab  itu  Majelis  Hakim  juga  
harus  memperhatikan  bahwa  perbuatan  terdakwa  sangat  
dipengaruhi oleh kondisi  yang  dialaminya  sehingga  terdakwa  
kehilangan  pengendalian  diri  untuk  menginsafi  bahwa   
perbuatannya  dapat  merugikan  orang  lain  khususnya  kepada  
saksi  korban.  Sebagai  dampak  dari  keadaan  tersebut  juga  
berpengaruh  pola  prilaku  individu  dari  masyarakat  dalam  
berinteraksi  dengan  individu  lainnya,  serta  dalam  pelanggaran  
pasal  dalam Undang-undang  Darurat  1951,  dalam  hal  ini  juga  
perlu  diperhatikan  apakah senjata  tajam  tersebut  dinyatakan  
sebagai  alat  bukti   karena  ada  pada  saat  ditangkap,  atau  
pada  waktu  melakukan  kejahatan. Hal  tersebut merupakan  
suatu  pernyataan  dari   hasil  wawancara  langsung  dengan   
salah  satu  hakim  anggota  yaitu  Suprayogi, S.H., M.H. di  
Pengadilan  Negeri Makassar. Demikian disini  sudah  jelas  bahwa  
jika  ditinjau  dari  posisi  kasus  bahwa  senjata  tajam  digunakan  
pada  saat  melakukan  kejahatan. 
B. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  
terhadap Tindak  Pidana   Pemerkosaan Dan  Tanpa  Hak  Memiliki  
Senjata  Tajam  
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1. Pertimbangan  Hukum  Hakim  
Hakim  sebelum  memutuskan   suatu  perkara  
memperhatikan  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  keterangan  
para  saksi  yang  hadir  dalam  persidangan,  keterangan  
terdakwa, alat  bukti,  syarat  subjektif  dan  objektif  seseorang  
dapat  dipidana.  Dalam  amar  putusan,  hakim  menyebutkan  dan  
menjatuhkan  sanksi  berupa  : 
1.  Menyatakan  terdakwa  Ruslan Bin  Muhammad  terbukti  
secara  sah  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  
pidana  “Pemerkosaan  Dan  Tanpa  Hak  Memiliki 
Senjata  Tajam” 
2. Menjatuhkan  pidana  oleh  terdakwa   oleh  karena  itu  
dengan  pidana  penjara  selama  4 (empat)  tahun. 
3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  
terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang   
dijatuhkan. 
4. Memerintahkan  supaya terdakwa  tetap  ditahan 
5. Menetapkan  barang bukti  berupa  1 (satu)  bilah  pisau  
stainless  dan  HP  beserta  memory  2  GB 
6. Membebankan  kepada  terdakwa  agar  membayar  biaya  
perkara  sebesar  Rp.2000,- (dua  ribu  rupiah) 
Hal-hal  yang  menjadi   pertimbangan  hakim  dalam  
menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara   tersebut : 
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1.  Mempertimbangkan  bahwa  kejadian  tersebut  terjadi  
pada  Selasa  13  Desember  2011 
2. Bahwa  terdakwa  dalam  melakukan  keinginanya  untuk  
menyetubuhi  saksi  korban  yang  dilakukan  dengan  
paksaan  dan  mengancam  korban  dengan  senjata  tajam. 
3. Hakim  mempertimbangkan  berkas  perkara  atas  nama  
terdakwa 
4. Hakim  mempertimbangkan  barang  bukti  yang  diajukan  
dalam  persidangan  dan  telah  dibenarkan  oleh  terdakwa 
5. Bahwa  hakim  mempertimbangkan  tuntutan  Jaksa 
Penuntut  Umum  dengan  nomor  registrasi  PDM-
25/MKS/EP.1/02/2012  tanggal  20  Februari  2012   
6. Hakim  mempertimbangkan  bahwa  atas  dakwaan  
Penuntut  Umum  tersebut  terdakwa  tidak  mengajukan  
keberatan 
7. Hakim  mempertimbangkan   keterangan  dari  saksi-saksi  
yang  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  
yang  pada  pokoknya  menerangkan  : 
Dakwaan  Pertama : 
Bahwa  tedakwa  Ruslan  Bin  Muhammad  pada  hari Selas  
tanggal  13  Desember  2011  sekitar  pukul  03.00  wita  bertempat  
di  Jalan  Manurukki  14, Kota  Makassar  terdakwa  dengan  
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kekrasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  saksi  korban  
Gheatry  Aditya  Tatul  beresetubuh  dengan  dia  diluar  
perkawinan,  yang  terdakwa  lakukan  dengan  cara  sebagai   
berikut : 
- Bahwa  awalnya  ketika  terdakwa  dengan  saksi  korban  
berada  di  kamar  kost  terdakwa  dan  saksi  korban  bersama-
sama  berangkat  dari  Rumah  Sakit  Pelamonia,  saksi  korban  
setelah  selesai  makan   terdakwa  menawarkan  saksi  korban  
untuk  istirahat  dan  baring  di  tempat  tidur  terdakwa.  Setelah  
saksi  korban  berbaring,  terdakwa  mulai  menyentuh saksi 
korban  dan  mengarahkan  tangan  korban  ke kelamin  
terdakwa,  saksi  korban  menolak  ,dan  terdakwa  marah  serta  
memukul  perut  korban  dan  mengambil  pisau  yang  terletak  
di dinding  dan  mengarahkan  pisau  tersebut  ke  tubuh  saksi  
korban  dan  menyuruh  saksi  korban   membuka  baju  dan  
mengancam  akan  menusuk  korban   dengan  pisau,  
akibatnya  saksi  korban  menjadi  takut  dan  tidak  berdaya  
sehingga  mengikuti  kemauan  terdakwa  untuk  berhubungan  
badan  layaknya  suami  isteri. 
- Bahwa  berdasarkan  alat  bukti  berupa  Visum  Et  Repertum  
dari  Rumah  Sakit  Bhayangkara , Mappaodang,  Makassar  
No. VER/28/Xlll/2011/RUMKIT  tanggal  14  Desember  2011  
yang  ditanda  tagani  oleh  dr.  Suzanna  Siegers  Pakasi, 
65 
Sp.OG  yang  hasil  pemeriksaannya  terhadap  Gheatry,  pada  
pokoknya  menjelaskan  sebagai  berikut  : 
- Dari hasil  pemeriksaan  dalam,  ditemukan  robekan  pada  
selaput  dara  arah  jam  delapan  dengan  kesaan  luka  baru   
Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  
Pasal  285  KUHP 
Dakwaan  kedua  : 
Bahwa  terdakwa  Ruslan  Bin   Muhammad  pada  waktu  
dan  tempat  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  dakwaan  
pertama,  terdakwa  menguasai  atau  menyimpan  atau  
menyembunyikan  sesuatu  senjata  pemukul  atau  senjata  
penikam  atau  senjata  penusuk  berupa  badik  tanpa  izin  dari  
Pihak  yang  berwenang,  yang  terdakwa   lakukan  dengan  cara  
berikut : 
-  Bahwa  awalnya  saksi  Gheatry  Aditya  Tatul  yang  saat  itu  
beberapa  kali  meminta  kepada  terdakwa  untuk  diantar  
pulang  namun  permintaan  tersebut  tidak pernah  dihiraukan  
oleh  terdakwa  sehingga  saksi  Gheatry  kemudian  
mengirimkan  sms  kepada  saksi Calvin  untuk  menjemput  
saksi  korban  namun  terdakwa  yang  mengetahui  hal  
tersebut  kemudian  mengambil  1 (satu)  buah  senjata  tajam  
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dengan  ukuran  lebih  15  cm  yang   terbuat  dari  besi  putih  
atau  stainless steel. 
- Bahwa  terdakwa  menyimpan  dan  menguasai  barang  
tersebut  tanpa  izin  dari  pihak  yang  berwenang  dan  barang-
barang  tersebut  tidak  dimaksudkan  untuk  pertanian  atau  
untuk  pekerjaan  rumah  tangga  atau  sebagai  pusaka. 
Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  
pidana  pada  Pasal  2  ayat (1) Undang-undang Darurat  No.12  
Tahun   1951, LN 1951 NO.78  Tahun  1951 
-  Menimbang,  bahwa  dakwaan  terhadap  terdakwa  tersebut  
disusun  secara  kumulatif,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  
akan  mempertimbangkan  dakwaan  kedua  yang  tercantum  
dalam  Pasal  2  ayat (1)  Undang-undang  Darurat No.12  
Tahun  1951, LN 1951 No.78 tahun 1951  tentang  senjata  
tajam. 
- Menimbang,  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap   di  
persidangan ,  yang  didasarkan   atas  keterangan  saksi-saksi  
dan  keterangan  terdakwa  serta  barang  bukti  yang  telah  
dimuat  didalam  Berita  Acara  Persidangan  , ternyata  satu  
dengan  yang  lain  terdapat  persesuaian,  sehingga  karenanya  
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur-unsur  dalam  pasal  
tersebut  telah  terpenuhi. 
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- Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  yang  telah  
dipertimbangkan  tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  
berpendapat  bahwa  terdakwa  tersebut  telah  terbukti  secara  
sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  
pemerkosaan  dan   tanpa  hak  memiliki  senjata  tajam  
sebagaimana  dalam  dakwaan  kesatu  dan  dakwaan   kedua. 
- Menimbang,  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  persidangan  
tidak  ditemukan  hal-hal  yang  meniadakan  kesalahan  
terdakwa  baik  berupa  alasan  pembenar  maupun  alasan  
pemaaf  sehingga  perbuatan  terdakwa  harus  
dipertanggungjawabkannya. 
- Menimbang,  bahwa  atas  barang  bukti  berupa  : 1 (satu)  
bilah  pisau  stainless  dan  HP  beserta  memory 2 GB 
- Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  sebelum  menjatuhkan 
pidana  yang  setimpal  dengan  kesalahan  terdakwa  maka  
perlu  dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  
meringankan  bagi  terdakwa  sebagai   berikut : 
 Hal-hal  yang  memberatkan : 
1. Perbuatan  terdakwa  meresahkan  masyarakat 
2. Akibat  perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  saksi  korban  
menimbulkan  trauma  yang  berkepanjangan. 
 Hal-hal  yang  meringankan  : 
1. Terdakwa  mengakui  terus  terang  perbuatannya 
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2. Terdakwa  menyesali  perbuatannya 
3. Terdakwa  belum  pernah dihukum 
2. Amar  Putusan  
Dalam  perkara  nomor  255/Pid.B/2012/PN.MKS  hakim  
memutuskan : 
1. Menyatakan  terdakwa  Ruslan  Bin  Muhammad   terbukti  
secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  
pidana   “Pemerkosaan  Dan Tanpa  Hak  Memiliki   Senjata  
Tajam” 
2. Menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa  Ruslan  Bin  
Muhammad  dengan  pidana  penjara  selama  5 (Lima)  
tahun 
3. Menetapkan  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  
dikurangkan  sepenuhnya  dari   lamanya  hukuman  yang  
dijatuhkan 
4. Memerintahkan  agar  terdakwa  tetap  berada  dalam  
tahanan 
5. Menetapkan  barang  bukti  berupa : 
- 1 (satu)  bilah  pisau  stainless  
- (satu)  unit  HP  beserta  memory  2 GB 
6. Membebani  terdakwa  untuk  membayar  ongkos  perkara  
sebesar  Rp.2000,- (dua ribu rupiah) 
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Putusan  tersebut  dibacakan  dengan  dihadiri  oleh  
terdakwa  dan  penuntut  umum. 
Adapun  hal-hal  yang  meringankan  terdakwa  pada  
perkara  antara  lain: 
- Terdakwa  bersikap  sopan  dalam  persidangan 
- Terdakwa  secara  lisan  menyatakan  menyesali  
perbuatannya 
- Terdakwa  masih  membutuhkan  bimbingan  dan  
pembinaan. 
3. Analisis  Penulis 
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan harus  
mencerminkan  rasa  keadilan  dan  dituntut  untuk  mempunyai  
keyakinan  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sah  dan  
berdasarkan  keadilan   yang  tidak  bertentangan  dengan  
Pancasila  dan  Undang-undang  yang mengatur  dan   menjadi  
dasar  dari  semua peraturan  yang  ada  dalam  Republik  
Indonesia. Seberat  ataupun  seringan  apapun  pidana  yang  
dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  ,  tidak  akan  menjadi  masalah  
selama  tidak  melebihi  batas  maksimum  dan  minimum  
pemidanaan  yang  diancamkan  oleh  pasal  dalam  Undang-
undang  tersebut. Tindak Pidana Pemerkosaan dan  Tanpa  Hak 
Memiliki  Senjata  Tajam  ini  termasuk  dalam  jenis  Concursus  
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Realis dimana dua  tindak  pidana  yang  sifatnya  berdiri  sendiri , 
dengan  sistem  pemidanaannya  ialah  absorbsi  dipertajam  
karena  diancam  dengan  pidana  pokok  yang  sejenis. 
Berdasarkan  hasil  penelitan  penulis  di  Pengadilan  Negeri  
Makassar  dan  hasil  wawancara  langsung  dengan  hakim  
anggota Suprayogi, S.H.,M.H.  bahwa  putusan  hakim  harus  
dapat  memenuhi  unsur  keadilan  bagi  setiap  pihak,  walaupun  
nilai  keadilan  merupakan  nilai  yang   objektif  yang  tidak  dapat  
diukur  dengan  standar  apapun  juga ,  maka  dari  itu  sebelum  
menjatuhkan  putusan  pidana,  Hakim  mempertimbangkan  aspek  
keadilan  dari  sisi  pelaku  kejahatan, sisi  korban  kejahatan,  
keluarga  pelaku  dan  korban  kejahatan  serta  lingkungan  
masyarakat  yang  tentunya  diresahkan  oleh  kejadian  tersebut.  
Dalam  hal  ini  hakim  juga  mempertimbangkan  dampak  nya  
terhadap  korban  yang  dapat  menimbulkan  trauma 
berkepanjangan. Kemudian  perlu juga  mempertimbangkan dari  
sisi  pelaku  bahwa  selama  proses  berjalannya  perkara  dalam  
persidangan  pelaku  bersikap  sopan, jujur,  dan  sudah  
dimaafkan.  Banyak  hal  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  
dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  perkara  pidana  yang  
salah  satunya  adalah  pertimbangan  bahwa  pelaku  merupakan  
tulang  punggung  keluarga  yang  harus  membiaya  keluarganya.   
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Namun  kembali  lagi  bahwa  putusan  hakim  yang  harus  
dijatuhkan  seadil-adil nya  tersebut  berdasarkan  alat  bukti  yang  
sah  dan  keterangan  saksi yang  telah  disumpah, yang  kedua  
hal  tersebut  saling  bersesuaian  serta  keyakinan  hakim  dalam  
memutuskan  suatu  perkara tersebut. 














                               BAB  V 
                                                    PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  rumusan  masalah  hasil  penelitian  dan  
pembahasan  maka  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut : 
1. Dengan  adanya  pembuktian  mengenai  unsur-unsur   yang  
didakwakan  dan  fakta-fakta  yang  terungkap dalam  
persidangan  yang  diperoleh  berdasakrkan  alat  bukti  
keterangan  saksi-saksi,  keterangan  terdakwa  maka  secara  
sah, hasil  Visum Et  Repertum  dan  meyakinkan  telah  terbukti  
melakukan  tindak  pidana  “Pemerkosaan  dan  tanpa  hak  
memiliki  senjata  tajam”  sebagaimana  yang  diatur  dan  
diancam  pidana  dalam  Pasal   285 KUHP  dan  Pasal  2 ayat 
(1)  Undang-undang  Darurat  No.12 tahun  1951, LN no.78  
tahun  1951 tentang  senjata  tajam  dimana  penjatuhan   
pidananya  ialah yakni  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  
tahun  dan  terdakwa  akan  dikenakan  biaya  perkara  sesuai  
yang  telah  disebutkan  dalam  amar  putusan. 
2. Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  
pelaku  pemerkosaan  yang  didasarkan  penilaian  objektif  dari  
hakim   yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut  
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yaitu  latar  belakang  terpidana  apakah  sudah  pernah  
melakukan  tindak  pidana  atau  belum pernah  melakukan  
tindak  pidana.  Hakim  juga  harus  memperhatikan  bahwa  
perbuatan  terdakwa  sangat  mempengaruhi  orang  lain  yang  
tentunya merasa  dirugikan  terutama  saksi  korban  Selain  itu   
dalam  menjatuhkan  pidana  kepada terdakwa  yang  harus  
diperhatikan  hal-hal  memberatkan  dan meringankan  serta  
tujuan  pemidanaan   itu yang  semua  berada  dalam  putusan. 
Misalnya  pertimbangan  kepada  terpidana  kasus  
pemerkosaan  ini  hakim  melihat  dalam  berkas-berkas  
perkara  bahwa  terdakwa  belum  pernah  melakukan  tindak  
pidana,  bersikap  sopan  dan  jujur  selama  persidangan  dan  
sudah  dimaafkan. Serta  terdakwa  telah  mengakui  dan  
menyesali  semua  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan   
mengulanginya   lagi. 
B. Saran-saran 
Berdasarkan  dari  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  
mengajukan  saran  sebagai  berikut : 
1. Sebaiknya   Para  Penegak  Hukum  lebih  memberikan  
masukan-masukan  atau  sumbangan  pemikiran  dalam  proses  
penyelesaian  kasus  ini 
2. Kepada  pihak  yang  terkait  dalam  penyelesaian  kasus  ini  
sebaiknya  lebih  memberikan  ketentuan  penjatuhan  sanksi 
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yang  lebih  spesifik,  khususnya  dalam  pelanggaran  Undang-
undang  Darurat  mengenai  Senjata  Tajam,  apakah  senjata  
tajam  tersebut  ada  pada  saat  diperiksa , atau  digunakan  
dalam  kejahatan  tersebut. 
3. Majelis  Hakim  sebaiknya  memberikan  pertimbangan  dalam  
penerapan  sanksi  terhadap  terdakwa  sesuai  dengan  
perbuatannya. 
4. Data-data  yang  diperoleh  penulis  belum  lengkap  maka  
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